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ABSTRAK

Wakaf tunai telah banyak dipraktikkan di beberapa Negara termasuk di
Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-undang Nomor 4
tahun 2004. Namun dalam kalangan para Ulama terdapat perbedaan pendapat
Ulama Syafi’iyah tidak membolehkan berwakaf dengan tunai. Sedangkan
Ulama Hanafiyah membolehkan berwakaf dengan tunai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa persamaan dan
perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai. Dan
Kesesuaian implementasi pendapat madzhab hanafi dan syafi’i tentang wakaf
tunai di Indonesia. Sedangkan Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui
persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf
tunai. Dan untuk mengetahui Kesesuaian Implementasi pendapat Madzhab
Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai di Indonesia

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yang
bersifat deskriptif analisis komparatif. Analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode
ini digunakan untuk membandlng an perbedaan dan persamaan pendapat

ukakan bahwa Persamaan
akaf tunai, yaitu dalam
akaf tpnaf‘kedua duany.aysama- ama berpendapat bahwa
bernllarkekal _dan abadr M dzhab anafi membolehkan

pendapat Madzhab
memandang hukumg

bergerak atau dengan menglnvesta5|kannya da.la,m ben k mudharabah yang
2 menunjukan bahwa
Madzhab Hana mengmgmkan adanya/kefepatan zat be da dan mengekalkan

wakaf tunai karena
Madzhab Syafi’i ini Sama seperti-alasar Madzhab anafi yang membolehkan
wakaf tunai yaitu sama*same irkan ke
ketidakkekalan harta wakaf. Mereka sepakat bahwa wakaf adalah menahan
hartanya dan mensedekahkan manfaatnya. Adapun perbedaan pendapat
Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai yaitu Madzhab Hanafi
berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti (istibdal)
dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Menurut Madzhab
Hanafi uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang akan mudah habis,
namun menurut Madzhab Hanafi manfaat dari uang yang di wakafkan bisa
bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam
bentuk mudharabah. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i wakaf tidak boleh
dengan dinar dan dirham karena dinar dan dirham kan lenyap jika dibelanjakan
dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Kesesuaian Implementasi pendapat
Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai di Indonesia ialah pendapat
Madzhab Hanafi. Karena wakaf tunai sangat bagus jika di implementasikan di
Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf tunai sangat potensial



untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk
menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.Wakaf tunai memberi kesempatan
kepada setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang
berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf
dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian
diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan
dalam berbagai bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang
diperoleh. biasa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara
keseluruhan. Dengan adanya wakaf tunai ini masyarakat bisa menunaikan
wakaf.
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja
yanlg kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S. Ali-Imran:
92)

—

1

Departemen Agama RIl, AL-Qur’an dan Terjemahannya “AL-Aliyy, (Bandung:
Diponegoro, 2000), h. 49.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam
mengartikan maksud judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat
kata kunci yang terdapat di dalam judul skripsi “ANALISIS PENDAPAT
MADZHAB HANAFI DAN MADZHAB SYAFI'll TENTANG
WAKAF TUNAI” yaitu sebagai berikut:

1. Analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

q'«A 1 y
2. Pendapat, adalah’statu proses ‘atau
. NE) y -;-7“
N4 (= =~ ol <Y )
emerlukan pemecahan.’ ATEA
' " = -

R =

bin Tsabitang lebih dikenal sebagai Imag

LAmpunNG

imam-imam yang lain.“lmam Abu Hanifah bernama lengkap Abu
Hanifah An-Nu’man bin Tsabit Ibn Zauthi Al-Taimy, lahir pada tahun
80 Hijriah bersamaan (659 M). Abu Hanifah lahir di sebuah desa di

wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwah. Imam Abu Hanifah

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,Edisi
ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

% Abdulloh, Pius, Trisno, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Arkolo, 1994), h.
873.

* Ahmad Asys-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Amzah,
2008), h. 12.
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terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu figh di Negara Irak, dan
beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (Ahlu-Ra 'yi).’

4. Madzhab Syafi’i, adalah mazhab yang dicetuskan oleh Muhammad
bin Idris asy-Syafi’i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam
Syafi’i seorang ulama besar yang hidup pada zaman daulah Bani
Abbasiyah di bawah kekuasaan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur, al-
Hadi, Harun ar-Rasyid dan al-Ma’mun.®

5. Wakaf Tunai, adalah istilah dari wakaf dalam bentuk uang. Yaitu

dengan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang

dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari’ah yang

etapi modalnya tidak bisa

selanjutnya dapat diinves am berbagai sektor
&A@ -

euntungannya dapat

P UL N 1
an untuk-- pembangunan | umat,

dan bangsa secara
keseluruhan.
Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bahwa

yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu kajian tentang bagaimana
analisis terhadap pendapat pengikut Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang
wakaf tunai, karena di antara keduanya memiliki pendapat yang berbeda

dalam menggiaskan wakaf tunai.

5 .
Ibid., h. 12.
® Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, Cet. 5, (Jakarta: Pustaka

Tarbiyah, 1991), h. 15.

4.

7 Ahmad Ifham Sholihin, Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), h.
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B. Alasan Memilih Judul
1. Alasan Objektif
Adanya perbedaan pendapat diantara Madzhab Hanafi dan
Syafi’i tentang wakaf tunai, yakni Madzhab Hanafi membolehkan
wakaf dengan uang seperti dinar dan dirham, sedangkan Madzhab
Syafi’i tidak membolehkan berwakaf dengan dinar dan dirham.
Adanya perbedaan pendapat ini perlu adanya analisis terhadap
pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai.
2. Alasan Subjektif

a. Datadan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup

tersedia, se@ifigga sekripsi--inl “tapat diselesaikan tepat pada
SN
waktupya. e 2N

3 Lol 0, | | 00 4 me b
b. Masalah y%)?%dlba»@S df;lgmkqjlaq\ffkl sesua,

A

dengan jurusan yang

sarana penukar dan
penyimpanan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangang, karena uang
hanya berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika
digunakan untuk membeli jasa. Uang bukan barang monopoli seseorang.
Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu Negara.

Dalam ajaran Islam uang harus diputar terus sehingga dapat mendatangkan

keuntungan yang lebih besar, uang berputar untuk produksi akan dapat
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menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.® Pada
awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat guna memperlancar pertukaran.
Namun, seiring dengan perkembangan zaman fungsi uang sudah beralih
dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Uang telah memiliki berbagai
fungsi sehingga benar-benar dapat memberikan banyak manfaat bagi
pengguna uang. Beragamnya fungsi uang berakibat penggunaan uang yang
semakin penting dan semakin dibutuhkan dalam berbagai kegiatan
masyarakat luas.’

Uang dikelola dan diinvestasikan melalui bank, baik konvensional

maupun syariah dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional. Selain itu

r.'.*- \

; \
MeRurut Undang Undang Rerbanl?ajfj *bank
menyalurkanfya kep')ada masyar&kat dalam bentu kredit dan/atau bentuk-
bentuk lainnya Iam rangka..menlgkatkan araf hidup rakyat banyak.
Perbankan di Indonesia pernah menghadapi permasalahan yang cukup
kompleks, permasalahan yang dihadapi perbankan nasional terbagi dua

yaitu permasalahan yang datang dari dalam bank permasalahan yang

datang dari luar bank.'' Permasalahan tersebut mengakibatkan Bank

® Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensiona,
(Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h.196.

° Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers,
2011), h. 17.

'% prthanama Rahardja, Uang dan Perbankan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 10.

! Frianto Pandia, dkk, Lembaga Keuangan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 187.
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konvensional sekarang tidak lagi menjadi tumpuan dan harapan untuk
memulihkan ekonomi nasional demi Kkesejahteraan rakyat, tentu
membutuhkan solusi yang dapat memulihkan ekonomi dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Ekonomi nasional di masa Orde Baru yang
berorientasi sentralistik terbukti hanya menimbulkan kesenjangan sosial
dan runtuhnya ekonomi nasional, maka bangsa Indonesia yang mayoritas
umat Islam dan rakyat terbesar umat Islam di seluruh dunia seharusnya
melihat kepada ajaran dan sistem ekonomi Islam agar dapat menjalankan
roda perekonomian secara adil dan merata kepada rakyat dan kekayaan

tidak hanya berputar di kalangan elit ekonomi saja. Pembangunan sosial

v’/ & \
mencap éﬁﬁ'majﬁlf sabskyang
(o7 + e A

Iternatrf: solu3| |tw§dalah mobjjgﬁam d;

Islam IV” Harvard Unl\;ersity salah Satu tokbh Islam memaparkan

konsep ekonomi ialah wakaf tunai. *2

am yang-bexcorak kerakya

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting, yang
secara ekplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Quran.akan
tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an. Dijelaskan dalam

Al-Qur’an surat Ali-Imran : 92

muf_g;mté;ww‘}mu,qgmi 25 5= 231106 J

- -

12 Mannan, Sertifikasi Wakaf Tunai, (Depok: CIBER - PKTTI-UI, 2001). h. 3-4.
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Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa

saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*®

Wakaf disyaratkan adanya manfaat yang bersifat terus-menerus
pada barang yang diwakafkan.!* Sebagian ulama mazhab mengatakan
bahwa, wakaf tidak di syariatkan dalam Islam, dan bahkan bertentangan
dengan prinsip-prinsip Islam kecuali yang bersifat masjid. Akan tetapi
pendapat ini tidak di tanggapi oleh ulama-ulama mazhab.">Pada zaman
kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun

pengelolaannya masih sanga ethan. Padaabad ke-8 dan ke-9 Hijriyah

dipandang sebagal Jaman keemasan, perkem gan wakaf. Pada saat itu

lah, sekolah, tanah

mah, took kebun pabrlk roti \5anagun

vl ’17,_

I data d1 g}aS 1elas bah\Ara/masud m

kantor, gedung dan

alah, sekolah hanya

Sejak awaljspesbi \gan rakaf kerap diarahkan kepada
wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil
buahnya dan sumur untuk diambil airnya.Pada wakaf tanah, yang dapat

menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili

Y Departemen Agama RIl, AL-Qur’an dan Terjemahannya “AL-Aliyy, (Bandung:
Diponegoro, 2000), h. 49.

* Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat
Menurut al-Qur’an dan as-Sunnah, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2005). h. 21.

® Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Mazhab, (Jakarta: LENTERA, 2008). h.
635.

® Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI, Figih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 91.
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disekitar harta wakaf tersebut berada.Sementara rakyat miskin sudah
sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, hingga dibutuhkan sumber
pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan
kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan
lokasinya tersebar di luar daerah para wakif tersebut, timbulah pemikiran
untuk berwakaf dengan uang.'’

Wakaf uang dalam istilah lainnya yang lebih femiliar dikenal
dengan istilah wakaf tunai. Wakaf tunai adalah mewakafkan harta berupa
uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankkan atau

lembaga keuangan syari’ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi

paling berperan B rh‘as',i‘l tidaknyd'dalam perln faatan harta wakaf adalah
Nadzir wakaf, yaitu seseorang atau kelompok orang atau badan hukum
yang diberi beri tugas oleh wakif untuk mengelola wakaf.*®

Wakaf tunai telah lama dipraktikan di berbagai Negara seperti

Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur

Tengah lainnya. Di Bangladesh, sertifikat wakaf tunai telah digunakan

7 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.
106.

'® Direktorat Pemeberdayaan Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif
Strategis di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam Departemen Agama RI1,2007), h. 41
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sebagai suatu instrument keuangan pada perbankan yang mengatur dana-
dana sumbangan seperti dilaksanakan Social Investment Bank Limited
(SIBL). Sertifikat wakaf tunai yang dikeluarkan oleh SIBL merupakan
produk yang pertama diperkenalkan dalam sejarah perbankan. Sertifikat
wakaf tunai ini member kesempatan kepada umat Islam di Bangladesh
membuat investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan
sosial.

Wakaf tunai di Indonesia baru mendapat dukungan Majelis Ulama
Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28

(f%’.

Nomor 41 ahun 2,004 telah m@rﬁperluas bé{!da yi
terbatas pada bendé tldak bergerak atau benda stap seperti tanah dan

bangunan, denga adanya undang:undang tergebut juga diatur mengenai

wakaf benda bergerak seperti wakaf tunai (uang). Wakaf tunai dalam
Peraturan Menteri Agama No. 4/ 2009 adalah perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum

menurut syari’ah.

9 Rachmadi Usman, Op. Cit., h. 106.
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Untuk lebih memajukan dan mengembangkan perwakafan di
Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 memerintahkan untuk
dibentuk Badan Wakaf Indonesia(BWI). Untuk pembentukan badan ini
Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden
tentang pembentukan BWI. Dalam rangka memajukan wakaf di Indonesia
khususnya wakaf tunai, BWI telah mengeluarkan berbagai peraturan.
Diantaranya, peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penerimaan Wakaf Tunai Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia. Pada

tahun 2010 BWI jugé mengelua;kan bel

AR
S N

SN
Khusus tentan® wakaf, tuﬂal |al'ah peratu}'an B

apa aturan, diantaranya yang

omor 2 tahun 2010
tentang tatacara pendaﬁaran Nazhlrwakaf tuvréu* Dengan adanya peraturan

ini keduduke Wakaf tGhaHelai danlefgh mendap tempat dalam sistem

Meskipun wakaf tunai telah dipraktikkan di beberapa Negara
termasuk Indonesia dan memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2004, namun dalam kalangan para Ulama terdapat
perbedaan pendapat Ulama Syafi’iyah tidak membolehkan berwakaf

dengan tunai. Seperti al-Nawawi, dalam al-Majmu’ Syarah al-Muhadzab,

2% Ajamalus, Investasi Wakaf Tunai dalam Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (Bengkulu: Fakultas Hukum UNIB, 2009), h. 27.
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sebagaimana yang dikutip oleh Rozalinda boleh mewakafkan benda
bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah.
Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham. 2
Sedangkan Ulama Hanafiyah membolehkan berwakaf dengan tunai seperti
dinar dan dirham. %

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perlu
diadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “ANALISIS PENDAPAT

MADZHAB HANAFI DAN SYAFI’I TENTANG WAKAF TUNAI”.

D. Rumusan Masalah

Rumusé masalahﬁa(am pe};@\tlan ini ada

J.r
1. Apa persamaan dan perbedaan {aérjdrapat adzhab Hanafi dan
(NEA : MNY]
Sy ﬁ 1téntang Wakaf tu,na|’7 3 *-:f«fga"’
% .J LC "{_

dan Sya 1tentang Wakaf tunal d| Ind

LA Mmp NS

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa

tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini diantaranya:
1. Tujuan penelitian ini yaitu:
a. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab

Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai

*! Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 34.
22 Muhammad Abbu Zahrah, Muhadharat Fi al-Wagf, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi,
1971), h. 104.
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b. Untuk mengetahui kesesuaian Implementasi pendapat madzhab

Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai di Indonesia
2. Kegunaan Penelitian ini antara lain:

a. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan
pemahaman mengenai hukum wakaf tunai menurut pendapat
Madzhab Hanafi dan Syafi’i.

b. Dapat memperkaya khazanah pemikiran kelslaman pada umumnya
civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Muamalah pada
khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian

selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan

v ] v 3 "';:"-' |

."";4"1" oy T | YL i
Jeni§ penelitian. ini \meng‘gunalgafggg’gnehtlan epustakaan (Library
P SN R
Research). Pepelitian kepustakaan-adalah penelitiafl yang bertujuan untuk

mengumpulkan té dan ir&fc‘ztrﬁ'as’i dengan @antuan bermacam-macam
material yang terdapat diruangan perpustakaan.”®

Data diperolen dengan mengkaji literatur-literatur  dari
perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu
literatur yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini dan
literatur yang lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan

yang akan dikaji.

2% Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. IV, (Bandung: Maju Mundur,
1990), h. 33.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif,  yang
dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti
suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan
secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri
serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.?
Analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya
kesuatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan
uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan
interpretasi data.?

Metode komparatif adalah suatu metode yang membandingkan dua

atau lebih tokoh ata@™aliran yang menefaaf) persamaan atau perbedaan

v’/ *’\

(,f,*, \

\
Ber asarkan' penjelasan'qu atas dap@;’kullsm Ikan bahwa yang di

maksud dengan deskr[pllf an’ahsrs kqmparatlf itu metode  yang
( ~

fakta-fakta, sifat-Si at, ciri-ciri sertahubungaln tara unsur-unsur yang ada
yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman,
penafsiran dan interpretasi data, serta membandingkannya. Dalam hal ini
membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan

Syafi’i tentang wakaf tunai

2 Kaelan, M. S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma,
2015), h. 58.

> |bid., h. 68.

26 Anton Bakker, A. Charis Zubai, Metosde Penelitian Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius,
1992), h. 83.
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2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka)
sedangkan sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.?’
Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian
perpustakaan umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa
penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil
dari tangan pertama di lapangan.?® Yang terdiri dari:
1. Bahan hukum primer yang bersumber pada Al-Qur’an, Hadits, kitab

karangan Madzhab Hanafi dan Syafi’i.

2. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, majalah, hasil

penelitian, ma dalam seminar, damyjurnal yang berkaitan dengan

s
pennelitiagfni. 7 7% o SRV
3. Bahan jhukum fersier yan s, ensiklopedi yang

-

: ﬁeh@umpméhji‘daita yang d nakan pada penelitian ini
adalah riset kepustakaan, yaitu “mengumpilkan data penelitian
dengancara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang
terdapat diruang perpustakaan”. Dengan kata lain teknik ini digunakan

untuk menghimpun data-data dari sumber primer (Al-Qur’an, Hadits,

kitab karangan Madzhab Hanafi dan Syafi’i), sekunder (buku,

%7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

% Andri Yusuf, http://phairha.blogspot.co.id/2012/01/studi-kepustakaan.html. di unduh
pada 29 Oktober 2916 pukul 17.44.
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majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang
berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedi
yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data
ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai
dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan
pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang
muncul dan kemudian membuat ringkasan sementara.
Pengelolaan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul,

kemudian di atas tersebut diolah dengan cara:

Pemeriksaan data™ (editing) ,yaitu pembenaran apakah data yang
.v:/ ’\

\/\r

.J;'.v

enganmasalah tldak berleblhanueﬂas dan tampa kesalahan.

il i ’*_r,_.

relevan

Sistematika dat@ (sysemat‘l_zmg)r-ﬁ"itu menempatkan data menurut

kerangka sisite atika baha’sar’i‘bérdasarka Irutan masalah.
Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir

deduktif yaitu cara berfikir deduktif dengan menggunakan analisis

yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat
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umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan

persoalan kasus.?

?° Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditia Bakti,
2004), h. 127.
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BAB |1
TINJAUAN TENTANG WAKAF DAN WAKAF TUNAI

A. Wakaf
1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau Waqf berasal dari bahasa Arab Wagafa. Asal
kata Wagafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat.®
Wakaf berarti menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan,
penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.
Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya

ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang

berhak atas waka ™
' 0 d D

Mehurut |stllaﬁ\s'yarﬂ Nﬁthgmmad awad Mughniyah dalam

{ s I + 4

al Ahwalus Syakh§ryatL sebagﬁimana

dikutip oleh Abdul

enyebutkan bahwa' wakaf» ad_ffl‘ah suatu bentuk pemberian

- —l:’ E}‘u I v
I"pen

hendak é 1 hanan *asal harta dan

- /

endermakan hasilnya

~

pada jalan yang bermanfaat.r UNG

Menurut Sayyid Sablq wakaf dalam pengertian lain adalah

wakaf yang bermakna ol yang artinya menahan. Dengan demikian

sama artinya dengan kata - s, - i 533

% Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI, Figih Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 1.

31 Munzir Qahaf, Menejemen Wakaf Produktif,(Jakarta: Pustaka Kautsa Group, 2005), h.
45,

%2 Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 1.

%% Sayyid Sabig, Figih Sunah, Jilid 111, (Libanon: Darul Fikri Bairut, 1983), h. 378.
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Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehiingga tidak
bisa diwarisi, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya
kepada penerima wakaf. **

Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang terdapat
dalam hadits muslim dan Umar Bin Khatab ra. yang menyatakan
wakaf tidak boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para
ulama lain memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah
kata yang menunjukan larangan untuk menjual, mewariskan atau
menghibahkan. Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka

berikan ialah dalam buku figh wakaf berarti menyerahkan suatu hak

membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan.

Definisi wakaf menurut ahli figh adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang
menurut hukum tetap milik siwakif dalam rangka mempergunakan
manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, pemilik harta

wakaf tidak lepas dari wakif bahkan ia dibenarkan untuk menarik

% Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslimin, (Libanon: Darul Fikri Bairut,1985) h. 349.
%% Mawar Qol’ahji, Ensklopedi Figih Umar Bin Khatab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1999), h. 1338.
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kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif meninggal maka
harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang
timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”. %
2. Menurut Malikiyah, wakaf adalah perbuatan siwakif yang
menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan untuk mustahik
(pengguna wakaf) walaupun yang dimiliki itu dalam bentuk upah
atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan.Dengan kata lain
pemilik harta dengan benda itu dari penggunaan secara

kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk

tujuan kebaikan.®

(f*‘l

ben a tldaK'ierganggu Pengan wag:{f itu hak penggunaan oleh

asil benda tersebut

( . o

if darr orang Iam‘ menja(;i'l 'putus

an uhtuk kébalkan daTém rangka ‘ ndekatkan diri kepada

Siwakif dan menjadi hak Allah SWT.*
Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-undang sebagai
berikut:
a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda

% M. Attoillah, Hukum Wakaf, cetakan pertama, (Bandung: Yrama Widya, 2014), h. 7.
¥ Ibid., h.7.
% Ibid., h.31.
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miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna
kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan
ajaran Islam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang
pengertian benda wakaf adalah segala benda baik bergerak atau
tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali
pakai dan bernilai menurut ajaran islam.

b. Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal
1 ayat (1) dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.

41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa

wakaf adalaheperbuatan hukum wakif, untuk memisahkan dan/atau

(f*‘l

anya' Jatau untulqjangka vs@igtu terténtu sesuai dengan

Berdasarke bel s finisi as, dapat diambil suatu
kesimpulan bahwa wakaf adalah suatu harta atau benda yang tetap zatnya
atau tahan lama yang dilakukan seseorang dengan cara memisahkan
sebagian hartanya yang diserahkan kepada orang atau Nazir (penjaga
wakaf) atau badan pengelola untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi
kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau

faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan
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dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan
fungsi wakaf mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda
wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan

umum.*®

2. Dasar Hukum Wakaf
Wakaf dalam Al-Qur’an tidak secara eksplisit disebutkan,
akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an dan
cotoh dari Rosulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum

wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur’an

gai pedopdan atau dasar sesebwgng untt

! ‘/f".'

. '..4,;;!\4/{,,,;/:/
55 Les 15225 (o> WIS

P
28 (2 W
e o A
% “

-

g - - - 8

N . 9:' b.b.

O,Pigs*'o-f‘ﬁ‘-"*’/
p

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang

% Ibid., h. 60.
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kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka
Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*’

Asbabun Nuzul ayat ini ialah telah bercerita kepada kami
‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin
Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin malik radliallahu
‘anhu berkata: Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak
hartanya dari kalangan Anshor di kota Madinah berupa kebun
pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah
Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid

dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sering mamasuki kebun

itu dan memi airnya yang balksersebut. Berkata Anas; Ketika
4 *’\
turun fiFman Allaﬁ”?aala Q&Nr lmran yang artinya: ("Kamu

(f*

sek i- kall tjdak akan sa;npahkepadakkebajl an (yang sempurna),

sebélum kamu me.nafkahkanseha;\agran har yang kamu cintai"),
e S I, /*
alhah’ meneTatangi Rasulullah shal

Abu lahu ‘alaihi wasallam

lalu berkata,; "Wahai Ra‘smullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah

berfirman: ("Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan
(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta
yang kamu cintai"'), dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai
adalah Bairuha' itu dan sekarang dia menjadi shadagah di jalan

Allah dan aku berharap kebaikannya dan sebagai simpanan pahala

di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah sebagaimana

“ Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahannya “AL-Aliyy, (Bandung:
Diponegoro, 2000), h. 49.
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petunjuk Allah kepada Tuan". Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: Wabh, inilah harta yang menguntungkan, atau
harta yang pahalanya mengalir terus. Pada kalimat ini Abu
Salamah ragu. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu
katakan dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadagahkan buat
kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata: "Aku akan laksanakan
wahai Rosululloloh”. Lalu Abu Thalhah membagikannya untuk
kerabatnya dan anak-anak pamannya". Dan berkata Isma'il dan
‘Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Yahya dari Malik: "(Inilah

harta yang pahalanya) mengalir terus".

.y JQ'!'

ahkanf *ﬁarta pada Ja!avl kebai
Ll‘

me fkaHka,n harta pada Jalan kebalkah sehing

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-
tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi
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siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya)
lagi Maha mengetahui.**

c. Surat Al-Bagarah ayat 262

¥y G lsaal Osnis N 5 AT o ér@y‘ i on

}},; z

T8 v—* NPT ) L s r‘* s>l

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah,
kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu
dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak
menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di
sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati.*?

d. Surat Al-bagarah ayat 26

b - ;"‘ \E;':. A

‘\

| S
-

ai (5rang-orang yang berlman

bumi untuk kamu. dan
yjang buruk-buruk lalu kamu
menafkahkan darlpadanya Padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya  melainkan ~ dengan  memincingkan  mata
terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji.®

“ Ibid., h. 34.
2 |bid., h. 34.
3 Ibid., h. 35.
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e. Surat Al-Hajj ayat 77
o}/?ﬂ/’/‘{/@ 2822 o /q/"l/o/q/ e s _{A /£E~/
‘j-l‘d‘) 3 ) b..\.:&b ‘)u\.?;u)‘j b,@)‘ \).,.o\; . ,-’,,:,\J‘ L@.gl'_.g
2okl ATt
Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah

kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya

kamu mendapat kemenangan.*!

2) AL-Hadits
Adapun Hadis yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

aﬁa&ﬂa: madu;faf’matl put ,
(pe kara,) shadagah jariyah agdu ilmu yang diambil
atnya atau anak saleh" yai

o g b i Ll ek Ol Ju};;u;\u;j
ESl Gl Jeiy b JUS s 8 uaa vlﬂ £le &

“ Ibid., h. 272.
“* lmam Abu Khusaini Muslim bin Hajjaz, Soheh Muslim, Jilid 11, (Bairut Libanon: Darul
Fikr, 1994),h. 639.
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JB a5 V5 gV 1t Vs Ll
A Jm 35 S8 &5 G 5 sl ﬁi 5t
e g5 O‘Léﬁéw&fc@yu#’b A Al

2 JRE 28 Gl al HRETAT

Dari lbnu Umar ra.berkata: “Umar bin Khaththab
mendapat (jatah) tanah di Khaibar lalu ia menemui Rosulullah
SAW meminta pendapat beliau tentang tanah tersebut. Umar
berkata: ‘Wahai Rosulullah SAW saya mendapat (jatah) tanah
di Khaibar, sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan harta
yang lebih bernilai dari tanah ini, maka apa yang baginda
perintahkan (sarankan) kepadaku dalam hal ini? “beliau
bersabda: ‘jika engkau mau, engkau pertahankan (wakafkan)
harta yang pokok (tanah tersebut) dan engkau sedekahkan

hasilnya.’” berkata:  “maka  Umarpun
mensedek at) bahwa harta yang pokok
(tanah g€ dibeli, diwariskan, atau

lagi:  “lalu  Umar
N edelgabkfm‘ hasnnya kepa gaha, sanak kerabat,

tuk memerdekakanbudak fi lpllah dan tamu. Boleh bagi
ofang | . yang-— rﬁengurusn](‘éi baleh  memakannya

3) Dalam konteks negara Indone3|a amalan wakaf sudah

dilaksahakan oleh masyaraka m

m Indonesia sejak sebelum
merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan
Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di
Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun2004 tentang
wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut pemerintah

juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun

*® Abu Abdilah Ismail, Shohih Bukhori, (Libanon: Darul Kutub Iimiah, 2004), h. 505.
7 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka As-
Sunnah, 2009), h. 659.
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2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004.® Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
dijelaskan dalam BAB | Pasal II:

a) Wakaf adalah erbuatan wakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahan sebagian harta benda milikya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertetu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah
dan/atau kesejahteraan umumenurut syariah

b) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda

miliknya.

c) lkra yataan kehendak wakif yang

|ucapKatIs€cara Ilsaﬁ\lgepada Nadzir untuk mewakfkan
{,fd- N

hart&r penda mlhl;n.ya,.‘ 'Jgf

) Nadzur adalah Mhak‘yaf}y menerl 2 harta benda wakaf

—l\~s

darl[ waknc un'euk &kelola dan

ikembangkan sesuai
engan peruri{ukahnya.
e) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya
tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta
mempunyai nilai  ekonomi menurut syariah yan

diwakafkan oleh wakif.

* Yus Maulana Azdy, “Wakaf Menurut Hukum Islam” (On-Line), tersedia di :
http://Yusmaulanaazdy.blogspot.co.id/2014/05/wakaf-menurut-hukum-islam-dan-
undang.html?m=1, (10 Januari 2017).



http://yusmaulanaazdy.blogspot.co.id/2014/05/wakaf-menurut-hukum-islam-dan-undang.html?m=1
http://yusmaulanaazdy.blogspot.co.id/2014/05/wakaf-menurut-hukum-islam-dan-undang.html?m=1
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f) Pejabat pembuat akta ikrar wakaf, selanjutnya disingkat
PPAW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh
menteri untk membuat akta ikrar wakaf.

g) Badan wakaf indonesia adalah lembaga independen untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia

h) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri dari presiden dan para menteri.

i) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang
agama.

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

1) Rukun Waka

Dalam PBIWﬁkaf —tm‘dS;oqt, bebe
(,f e ‘
dlp Uh| 4gjdfl§ntaranya¥al;tl,|.,¢ %) *1(4

|- Waq?,yaltu orang‘yang b,erWakaf
- s

apa rukun yang harus

d. Sighah yaitu lafadz atau ikrar wakaf.
2) Syarat Wakaf
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berwakaf
adalah sebagai berikut:

a. Syarat Waqif

9 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Darul Ulum Press,
1999), h. 32.
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Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum
(ahliyah), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan
tabarru’(meilepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat
nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang
dapat dikatakan cakap hukum apabila memenu Syarat-syarat
sebagaiberikut; >
a) Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf dipandang sah, maka

wakif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena

itu, tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot,

pikum*dan pingsar; Karena
w7 ’\

herakal ttd”akdapatm“nmedaka

dia kehilangan akal atau tidak

gala sesuatu dan tidak

(r*’.

A
dap,ai mempermﬁggungjaw
; 4

pencﬁapat ulama Menurut ‘nabllah, Malikiyah,

2 arlyah dan-.Zahmyah Wak i

ang dilakukan oleh orang
yang mabuk dianggap tidak sah karena sama keadaannya
dengan orang gila. Akan tetapi, Hanafiyah dan Syafi’iyah
memandang wakaf orang mabuk tetap sah apabila

mabuknya karena dipaksa, sedangkan hal itu tidak

dikehendaki atau berada diluar kemampuannya. Berbeda

*° Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 314.
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dengan mabuk karena maksiat, maka wakafnya tidak
sah.”!
b) Baligh
Orang yang berwakaf harus orang yang dewasa atau
cukup umur. Dalam Hukum perdata yang di maksud orang
dewasa adalah berusia 21 bagi perempuan dan 25 bagi
laki-laki. Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang dilakukan
anak-anak yang belum baligh karena dia belum mumayiz.
Dia belum dipandang cakap hukum dan belum berhak

melakukan tindakan hukum. Dalam hal ini tidak ada

perpedaan - terhadap -anakwkecil yang diizinkan orang

dak. Demikian pendapat
Jum'lziur fuqaha;; daﬂm gofoggﬁn Hanafiyah, Syafi’iyah,
Mahk;lyah dan"Hanabﬂa‘h ‘Zhahll‘l ah, Syiah, Ja’fariyah

d‘s s‘.

dan Zaidi iyah. 5?«

tas.

Orang vyang berwakaf harus cerdas, memiliki
kemampuan dan kecakapan melakukan tindakan. Karena
itu, orang berada dibawah pengampuan (mahjur), majhur
adalah orang yang di batasi hak-hak keperdataannya.
Dalam istilah figh pembatasan hak ini dikenal dengan

istilah hajr. Hajru menurut bahasa berarti tadyiq wa

51 -
Ibid., h. 29.
>> Muhammad Kamaluddin Imam, Al-Washiyah wal-Waqf fi al-islam Magashid wa
Qawa’id, (Iskandariyah: an-Nasyir al-Ma’arif, 1999), h. 249.
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man’u (membatasi dan menghalangi).>® misalnya karena
saflih, taflis ataupun  pemboros. Para fugaha
mendefinisikan taflis dengan orang yang banyak utang dan
tidak bisa membayar utangnya, sehingga hakim
menyatakan bangkrut.>* Menurut para fugaha tidak sah,
kecuali dilakukandengan kecerdasan, atas dasar kesadaran

dan keinginan sendiri.

d) Atas Kemauan Sendiri
Maksudnya wakaf dilakukan atas kemauan sendiri,

bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. para

afidari orang yang dipaksa tidak

h -;.'q_r
{ o7 * e A

Me]'deka dan Peqm;l u@Hartal&akaf
: ‘-c-‘i-' A */: |

karena ia pada dasa‘rnya tldak memtliki harta. Begitu pula,
k sah meWaKasfkan harta drang lain dan harta yang
dicuri. Oleh karena itu wakif adalah pemilik penuh dari
harta yang diwakafkan.

Dalam peraturan perundang-undangan wakaf di
Indonesia dinyatakan waqif itu terdiri dari perorangan,

organisasi dan badan hukum, baik badan hukum

Indonesia, maupun asing. Untuk waqif perorangan

>* Sayyiq Sabig, Figih as-Sunnah Jilid 3, (Beriut: Li at-Thaba’ahwa al-Nasyir, 1983), h.
405.
** Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz I1, (Dar al-Haya al-Kutub al-Arabiyah), h. 213.
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disyaratkan harus dewasa berakal sehat, tidak terhalang
melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda
wakaf. Untuk wagqif organisasi dan badan hukum
disyaratkan disamping memenuhi persyaratan kepribadian,
juga memenuhi persyaratan adanya keputusan organisasi
atau badan hukum. Untuk mewakafkan benda wakaf
miliknya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. >

Berdasarkan penjelasan wakif di atas dapat disimpulkan

bahwa wagqif itu harus orang yang cakap bertindak hukum dalam

pengertian dewasa, “berakak, sehat dan tidak terhalang

melakuka _ tan m. ] ik sah dari harta yang
P A S i (S

yarat N—Mauquf (BEnda yang Drwakaf n)
=,

Péra ulama berbé(f pendapat d

am menentukan syarat
benda wakaf. Namunﬁ‘mereka sepakat dalam beberapa hal,
seperti benda wakart harusalah benda yang boleh dimanfaatkan
menurut syariat (mal mutagawwim), benda tidak bergerak,
jelas diketahui bendanya, dan merupakan milik sempurna dari
wakif. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam masalah

ta’bid (kekal) nya benda, jenis benda bergerak yang boleh

diwakafkan, dan beberapa hal dalam masalah sihat wakaf.

>> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya, Pasal 7-8.
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Berikut ini pendapat para ulama tentang persyaratan benda

wakaf *® yaitu:

a) Benda wakaf adalah sesuatu yang dianggap harta dan
merupakan mal mutagawwim, benda tidak bergerak. Oleh
karena itu, tidak sah mewakafkan sesuatu yang berupa
manfaat, seperti hak-hak yang bersifat kebendaan,
misalnya hak irtifaq. Karena hak menurut Hanafiyah, tidak
termasuk harta. Begitu juga, menurut ulama ini tidak sah
mewakafkan harta yang tidak boleh dimanfaatkan secara

syariat seperti anjing, babi, dan khamar dan benda lain yan

ulama Hanafiyah

syarat bagi benda

. Wakaf Be.rbeda“dengarL»AerYusuf
. —l\ . _E; - I M “A
Hane{flyah menyatakan benda yan diwakafkan tidak mesti

lama dari kalangan

: Ifat ta bzd.. ¢ Malama Sya iyah menyatakan benda

wakaf adalah benda yang dapat dimanfaatkan menurut
kebiasaan setempat. Pemanfaatan benda tersebut terus-
menerus (dawam), seperti hewan dan perlengkapan rumah,
tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan benda itu tidak

bersifat kekal, bisa lenyap atau habis dengan proses

pemanfaatan seperti uang, lilin, makanan, minuman,

*® Rozalinda, Op.Cit., h. 316.
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ataupun harum-haruman maka wakafnya tidak sah.
Disamping itu, juga tidak dibolehkan mewakafkan benda
yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti marhun (barang
jaminan), anjing, babi, dan binatang buas lainnya.>’

b) Benda wakaf itu diketahui dengan jelas keberadaan, batas
dan tempatnya, seperti mewakafkan 1000 meter tanah yang
berbatasan dengan tanah tuan A. oleh karena itu, tidak sah
mewakafkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya dikatakan
oleh seseorang “saya akan mewakafkan tanah saya yang

berada di kota P.” sementara dia tidak menjelaskan posisi

A

{fd-'.

Karena itu tldak;sarwvakaf L}{radap

Malikiyah mensyaratkan benda wakaf adalah benda milik
yang tidak terkait dengan hak orang lain. Maka tidak sah
mewakafkan benda yang dijadikan jaminan (benda
berserikat) tidak sah. Seperti yang dikemukakan
Muhammad, ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf tanah

milik bersama tidak sah karena penguasaan penuh terhadap

>’ Sayyiq Sabiqg, Op.Cit., h. 328
*® Rozalinda, Op. Cit., h. 26.
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pemilik tanah adalah menjadi sebuah keharusan dalam
melakukan wakaf. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat
lain, harta yang dapat dibagi atau tidak boleh diwakafkan.
Dalam persoalan wakaf, Abu Yusuf tidak mensyaratkan
adanya penguasaan penuh terhadap harta yang akan
diwakafkan, misalnya salah seorang dari dua orang yang
berserikat dalam pemilikan tanah mewakafkan tanah
bagiannya, maka wakafnya sah.”® Ulama Syafi’iyah,
Malikiyah dan Hanabilah menyatakan boleh mewakafkan

tanah milik bersama. Menurut sebagian ulama ini,

pengu@Saan penuh terhadapharta yang diwakafkan tidaklah

. ‘y:/ ';Q\‘;

enjadi ,sxé*mtﬂsah nya-,ﬁgi_k@f. =
P A

(f*‘l

Benda Wakaf hatqstusa dlsecébterlm an. Apabila harta itu

adalah harLa mllrk bersamg yang tlda dapat dibagi, seperti
- E" /4
rumdh tidak” dapat dlwakafkan .

Oleh seseorang tanpa

g etUJuan 'pemlhku rumah- innya. Ulama Hanafiyah

menyatakan, bahwa mewakafkan bangunan tanpa
mewakafkan tanahnya, maka wakaf itu tidak sah.

e) Benda yang diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Para
ulama sepakat boleh mewakafkan benda tidak bergerak,
seperti tanah. Namun, mereka berbeda pendapat tentang

benda bergerak. Ulama Malikiah berpendapat boleh

*° Ibn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar,(Beirut:
Dar Al-Kutub Al-1Imiah, 1994), h. 534.
*® Ibid., h. 27.
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mewakafkan benda bergerak asalkan mengikut pada benda
tidak bergerak. Hanafiyah membolehkan wakaf benda
bergerak asalkan benda bergerak itu mengikut pada benda
tidak bergerak,®* seperti bangunan atau pohon pada tanah

wakaf.

c. Syarat Al-Mauquf ‘alaihi

Orang yang menerima wakaf dapat diklasifikasikan
menjadi dua macam, vyaitu tertentu (mu ayyan) dan tidak
tertentu (ghaira Mu ayyan). Yang dimaksud tertentu ialah jelas

orang yang akan menerima wakaf itu, apakah perorangan atau

kin, tempat ibadah,

zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiiki harta wakaf.
Adapun orang bodoh,hamba sahaya, dan orang gila tidak sah
menerima wakaf. Sedangkan syarat-syarat bagi penerima
wakaf tidak tertentu, ialah oarang yang menerima wakaf harus

dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya

®! Sayyiq Sabiqg, Op.Cit., h. 552.
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dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan wakaf ini
hanya ditunjukan untuk kepentingan Islam saja.®?

Ketika berbicara tentang mauquf ‘alaih yang menjadi
fokus para ulama adalah, bahwa wakaf itu ditunjukan untuk
tagarrub ila Allah. Secara umum syarat-syarat mauquf ‘alaih,
adalah:

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi
pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal
mula di syariatkannya wakaf adalah menjadi sedekah yang

diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf

W <) = SN
Kedua ketentuanini menim'ﬁgvan betbagai kondisi.>
{ N ==z ONYA

Vel ) ) ’ ";:_'.4

L=

non-Muslim sah

untuk rumah sakit,

sekolah; Kalih Fakir dari gama, atau suku apa pun.

Seiring dengan itu, tindakan apa pun yang bisa
memberi manfaat kemanusiaan, maka wakafnya
dianggap sah.

b) Tidak sah wakaf seorang Muslim maupun non-

Muslim yang ditunjukan kepada tindakan mungkar

82 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2000), h.
437-439.
® Rozalinda, Op. Cit., h. 29.
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dan haram yang ditentang oleh ajaran agama, seperti
perjudian dan tempat hiburan.

c) Wakaf untuk masjid dan sejenisnya sah hukumnya
jika berasal dari orang Muslim. Namun, wakaf dari
non-Muslim karena mengeluarkan dana untuk masjid
adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi
Muslim saja.

d) Wakaf yang berasal dari Muslim maupun non-Muslim
tidak sah hukumnya jika ditunjukan untuk

membangun,_gereja dan berbagai kegiatan keagamaan

: itu, bentuk sedekah ini
o ’\
dltqnlffkan pada-}nlﬁ,-mm
[ s * N\ Cm

' 'SQdekah Jarlyah.u '

baikan dalam bentuk

kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang

menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan
dalam pemanfaatan harta wakaf.

3. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan pada waqif. Dalam
arti yang tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak

menerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.
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Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada

pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
menyatakan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf,
benda hanya dapat diperuntukan untuk menfasilitasi sarana ibadah,
sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak
terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan atau tujuan memajukan
kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan
syariah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan wakaf ini

dinyatakan oleh wagqif ketika melafalkan ikrar wakaf. Dengan

- o \it !
pj' T ’,}.‘ 4
yarat syqrat Slghah‘ s .? i/

- —& ~. E:_ A LA
Si ghah dalam’ b‘ewakaf mem'

i bebeapa syarat, %

diant? nyéf'

a) Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukan
kekal (ta 'bid).

b) Ucapan tersebut harus dapat direalisasikan segera (tanjiz),
tanpa disangkutkan atau digantunggkan kepada syarat

tertentu.

c) Ucapan tersebut bersifat pasti.

** Rozalinda, Ibid., h. 30.
® Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Op. Cit., h. 55.
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d) Ucapan tersebut tidak diikuti oleh syarat yang
membatalkan.

Sighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wagif tanpa
memerlukan gobul dari mauquf alaih. Begitu juga gabul tidak
menjadi syarat untuk berhaknya mauquf ‘alaih memperoleh
manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dilakukan
dengan lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami

maksudnya. ®°

Mergpﬁﬁan *\QQ[a ala

'JQ'E_

seseorang  untuk

1 4
menguatarakan kejnglnanh% Ole
| '. ;“ 4 \it :
dlanggap sah apabila_ uab, hgtbdl dir

..JL‘_

oleh plh‘é‘kpfhﬁk\ yéTg‘b%rsangkut

dapat dllakukan dengan Iafadz :

LAmMmpru

karena itu akad

atakan secara lisan

Sighat secara lisan

arih dan kinayah.Lafadz
secara sha adalah ucapan yang menunjukan
makna wakaf.Sedangkan yang dimaksud dengan lafadz
kinayah adalah lafadz yang bisa bermakna wakaf dan juga
bisa bermakna lainnya.

Setiap kali lafadz sharih diucapkan, maka hukum

bagi lafadz itupun berlaku. Sebab ucapan yang sharih tidak

% Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktek Perwakafan, (Yogyakarta: Nuansa Askara,
2005), h. 28.



54

mengandung makna yang lain. Adapun lafadz kinayah,
harus disertai dengan sesuatu yang lain, baik berupa niat
ataupun petunjuk-petunjuk lainnya. Contoh lafadz yang
menunjukan sharih ialah waqaftu (aku wakafkan) misalnya
aku mewakafkan tanahku, aku wakafkan rumahku , aku
wakafkan mobilku, dan aku wakafkan penaku. Segala
sesuatu yang diwakafkan oleh seseorang, maka barang
tersebut menjadi wakaf.Sedangkan contoh dari lafadz
kinayah vaitu tashaddagtu (aku sedekahkan) kalimat

tashaddaqtu menunjukan makna sedekah.Sedangkan

{fd-'.

tersebuj telah mul;la;t«menja(ﬂfbak mi

: _.‘;_E;, A w/:
mob|I tersebut telah meJadl hak

wakaf jika yang bersedekah berniat bahwa mobil tersebut
sebagai wakaf.
b) Sighat dengan Tulisan
Keinginanya adalah dengan tulisan. Jika kedua
belah pihak tidak berada ditempat, maka transaksi bisa

dilakukan melewati surat. ljab gabul terjadi setelah pihak

kedua menerima dan membaca tulisan tersebut.



55

c) Sighat dengan Isyarat

Sighat dengan isyarat berlaku bagi mereka yang
tidak dapat menggunakan dengan cara lisan dan tulisan.
Pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-
benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat

menghindari persengketaan dikemudian hari.®’

4. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, sering juga disebut wakaf ‘alal aulad.
Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja,

seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan.Jadi yang

{fd-'.

ole Si waKIf Wakaf m; Secara m&gﬁm dibgnarkan, namun pada

mbangaq berlkutn'ya* wa@i’ *terseb dianggap kurang
R —l\ ~. E;» I vL‘A

erikan| manfaat “bagi” Résejahteraan

mum, karena sering

an kekaburmLMMm pengalaan dan pemanfaatan oleh

keluarga yang diserahi harta wakaf tersebut, apalagi kalau
keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak
cucunya.

b. Wakaf Kbhairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan

umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh

masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup

7 Ibid., h. 29
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semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia
pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan
sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Wakaf
inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan
harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi
manfaatnya, ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana
pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan dan lain
sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar
terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya

untuk keluarga saja.®®

Peraturan”/ perppdaqgwhdqnga%’ﬁidak menyebutan  kata
SR wivd A

- A
e |

a wakaf dan wakaf
e LD
itu sendiri adalah-meriahar

an zatnya bgfida dan memanfaatkan
hasilnya atau ), . Zaitriyaldan menyeld ahkan manfaatnya.®
Pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus
memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang Islami. Adapun, kata
“menyejahterakan” dalam UU No. 41 Tahun 2004 di atas dapat
diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelola wakaf) untuk

meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan objek

wakaf. Oleh Kkarena itu, pendekatan yang digunakan dalam

%8 Suparman, Hukum Perwakafan di Indonesia, Cet. I1, (Jakarta Darul Ulum Press, 1999),
h. 35.
% Abu Zahrah, Muhadharat fi al-Wagf, (Beirut: Dar al-Fikr al-*Arabi, 1971), h. 41.
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pemberdayaan objek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi,
tetapi juga melalui pendekatan bisnis.Bisnis dapat ditegakkan secara
kokoh bila didukung oleh sumber daya menusia yang tangguh dan
manajemen yang baik.Wakaf tunai atau cash wagf atau wakaf an-
nuqud ialah modalnya dipertahankan, sementara keuntungan
investasinya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan pemberi wakaf.”
Modal yang diberikan pewakaf dipertahankan untuk tujuan
mengharapkan keridaan Allah. Dan dana yang digolongkan wakaf
tunai ini diinvestasikan agar dapat menghasilkan keuntungan,

kemudian hasil keuntungannya dimanfaatkan sejalan dengan tujuan

manfaatkan untuk

berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola
wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang
dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai bidang usaha
yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh bias

digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

0 Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, Hukum Wakaf Tunai, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2016), h.13.

™ 'Habib Nazhir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan
Syari’ah, (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 13.
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Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang
diserahkan oleh pewakaf kepada nadzir dalam bentuk uang untuk
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Kemudian uang ini
diinvestasikan sesuai dengan syariah, hasil investasi yang diperoleh
dipergunakan sejalan dengan tujuan dari orang yang berwakaf.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakkan bahwa
yang dumaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/wagf al-Naqud)
adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga
atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk kedalam

pengertian uang tersebut adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam

Ienyap bendanya atau poJ;oknya, deggan cafa tidak melakukan

tindaka hukurrrterhadap bE'nda tersgb&’r(menj al, memberikan, atau
- »"‘ E:A /*

nnya); untuk dlsa{urk‘arr(hasllnya) p

mewarisk fa sesuatu yang mubah
(tidak Haram ang ada. Y.

Sebelum lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, Majelis Ulama
Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Wakaf uang
(cash wakaf/wagf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai:

1) Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat

berharga.

2) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
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3) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-
hal yang dibolehkan secara syar’i.

4) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak
boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Upaya konkrit yang dapat dilakukan agar wakaf tunai dapat
berkemnbang, dikenal, diserap, dan dipraktikan masyarakat secara luas
yang perlu diperhatikan adalah:"®

a. Konsep dan strategi dalam menghimpun dana (fund rising),
yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasi secara

maksimal dengan memperkenalkan produk sertifikat wakaf

Desaranya disesuaika
o

n dengan sugmentasi sasaran

{fd-'.l

engelolaaﬁ dana da\rrmkaf fuﬁ@r harug® mempertimbangkan

R —l\ "~ _E; - I L “A .
perHatlkan tmgkat \7IStb1|ItaS dan 3

dalam bentuk deposito pada bank syariah, investasi penyertaan
modal (equity investment) melalui perusahan modal ventura
dan investasi portofolio lainnya.

c. Distribusi hasil kepada penerima manfaat (beneficiaries) dapat
diklasifikasikan  sesuai dengan  kebutuhan  mendesak

masyarakat dalam skala prioritas sesuai dengan orientasi dan

72 Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, Op. Cit., h. 14.
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tujuan wakif baik berupa penyantunan (charity), pemberdayaan
(empowerment), maupun investasi sumber daya insane (human
investment), maupun investasi infrastruktur (infrastructure
investment).  Pilihan-pilihan  tersebut tentunya dengan
memperhatikan kesediaan dana dan hasil wakaf tunai yang
dikelola.
Secara ekonomi, wakaf tunai sangat potensial untuk
dikembangkan diindonesia, karena dengan model dan konsep wakaf
tunai ini daya jangkau mobilisasinya akan lebih merata kesasaran

masyarakat yang juga membutuhkan dibandingkan dengan konsep

ghgan bentuk harta fisik yang

biasanya difakukan plglfrkeluargasfanggnamp dan berada.

(f*‘l

alah sp.tu konsepr;damstrateqifwak tunai yang dapat

dikemb ngkan da[arn .moblltSasrwa,kQ‘f Irmal ad ah model dana abadi,
- E . /4
yaitu dafg yang dlhlmpurf-da‘rl berbagal

ber dengan berbagai

macam cara ang sah 'dan.&halal. Kemugdian dana yang terhimpun

volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang valid
melalui lembaga penjamin syariah yang paling tidka mencakup dua
aspek pokok, yaitu:"

1) Aspek keamanan, yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok

dana abadi sehingga tidak terjadi penyusutan (jaminan

keutuhan)

3 1bid., h. 16.
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2) Aspek kemanfaatan/produktivitas, yaitu investasi dari dana
abadi tersebut harus bermanfaat dan produktif yang mampu
mendatangkan  hasil atau pendapatan yang dijamin
kehalalannya (incoming generating allocotion), karena dari
pendapatan inilah pembiyaan kegiatan dan program organisasi
wakaf dilakukan.

Merujuk pada model dana abadi tersebut, konsep dan strategi
wakaf tunai dapat diberlakukan dengan beberapa penyesuaian yang
diperlukan. dalam implement oprasionalnya, wakaf tunai yang

menggunakan konsep dan strategi dana abadi dapat menerbitkan

sertifikat wakf aldengan, nomindwyang berbeda sesuai dengan

- ™ m - .
kemampuastarget Qal;t-sa'saran y&r?q;'_hgndak dituju. Hal ini merupakan
r ’l*ﬂ‘ ) ‘x U '\

keungg lan da)m evektlvltag Wakaf tuﬁ@r yang dapat menjangkau

BE dasarkan konsep‘darfstrategl terseb paling tidak terdapat

4 manfaat yang dlperoleh-.dtantaranya.

1) Wakaf tunai jumlah dan besarannya dapat bervariasi sesuai
dengan kemampuan, sehingga calon wakif yang mempunyai
dana terbatas dapat mewakafkan harta bendanya sesuai dengan
tingkat kemampuannya.

2) Melalui wakaf tunai asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah

kosong yang tidak produktif dapat dikelola dan dimanfaatkan

" Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, Op.Cit.,h. 17.
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dengan model pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit,
serta sarana umum masyarakat yang bermanfaat luas.

3) Dana wakaf juga dapat disalurkan ke berbagai pihak yang
membutuhkan dengan melakukan verifikasi sekala kebutuhan
secara kongkrit dan valid, sehingga tepat sasaran sesuai dengan
asas kemanfaatan dan kebutuhan yang mempunyai nilai
kemaslahatan luas.

4) Adanya dana wakaf tunai yang dikelola secara profesional
dapat menumbuhkan kemandirian umat Islam untuk mengatasi

problem social masyarakat muslim tanpa harus menaruh

"\

Kasing. /27— ,\\,.r

sebagai sumber dana yang sangat dapat diandalkan untuk
mensejahterakan rakyat miskin.Wakaf merupakan alat yang menjamin
terjalinnya aliran kekayaan dari kelompok yang berada pada kelompok
yang kurang mampu.

Wakaf uang ini terlihat memang tampak seperti instrumen
keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Padahal ada

berbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda
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dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana
pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementra pada wakaf uang, uang
pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memiliki
dana yang selalu ada dan Insya Allah beryambah terus seiring dengan
bertabahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan
dari investasi dari harta pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan
orang miskin. Oleh karena itu, instrumen wakaf tunai dapat
melengkapi ZIS sebagain instrumen penggalangan dana masyarakat. "
2. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Dasar hukum wakaf tunai sama halnya dengan wakaf tanah

. ferre )\
secara husus 'dapat dlketthLdarl ké@etapan yang diatur dalam

Undang undang Nomor 41"Tah‘un’ 2004 tent g wakaf, kemudian

W -,
.(»~‘-:..
o

Peratura Pemehntah Nomor fTahun 0.’

Tentang Pengelolaan

Wakaf Uangh dan Fatwia.: Majelis Ula gé Indonesia Tahun 2002

Tentang Wakaf Uang.

Para ulama mengemukakan pendapat yang dijadikan rujukan
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menfatwakan wakaf
tunai tersebut, yaitu:

1) Pendapat Imam Al-Zuhri (wafat 124 Hijriyah) bahwa

mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan

> Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta:
Pilar Media, 2005), h. 90.
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dinar tersebeut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya
disalurkan pada maugquf ‘alaih.”

2) Mutagaddimin dari ulama Madzhab Hanafi membolehkan
wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar
ihtisan bi al- ‘urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud ra.,
bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka
dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang
buruk oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allahpun
buruk.”

3) Pendapat sebagian ulama Madzhab Syafi’i, dimana “Abu Tsyar

afi’1 tentang kebolehan wakaf

! /r‘ " - .Xl *L(

ajells, ;U’lamar 1nd0§\e5|a dala menf

akan wakaf uang,

—r »—
v'*

mbangkanhal‘-hal ber ut?=

‘\" -

mempe

il

- " - A

a. Bahwa bagi mayorltas umat Islam Ipdlonesia, pengertian wakaf

A M P UNS

yang umumnya diketahui, antara lain, yakni “menahan harta
yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara

tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut,

disalurkanpada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada

’® Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, Op.Cit.,h. 75

" Wahbah Al Zuhaili, Al Wasith Fi-Ushul al-Figh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Kitab,
1978), h. 162.

’® Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, Op.Cit.,h. 90.
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atau wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok

orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda

miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum

lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan benda wakaf adalah

segala benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang

memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai

menurut ajaran Islam. Sehingga atas dasar pengertian tersebut,

bagi mereka hokum wakaf uang adalah tidak sah.

b. Bahwa wekaf uang memilik
.v:/ D

SN
aslahatanbesar yang tldakalmlllkl 0

pqlr

eksibilitas (keluwesan) dan

f..' (AL _’_A
J’_;" -

OmISI Fa:twa Majélls UIama, Iﬁd}ones

Berdasarkan pertimbangan di atas dengan merujuk kepada
dasar hukum dan pendapat ulama diatas serta memperhatikan
pandangan dan pendapat para Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
pada tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan
peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang
telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadits. Komisi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah
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yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, menfatwakan, bahwa
wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan
digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i serta nilai
pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestarianya, tidak boleh
dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan. Dalam PP No. 42/2006
Tentang Pelaksanaan UU No. 41/2004 Tentang Wakaf Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
dijelaskan. " Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21,

Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-

ahun. 2004 Te

// "\
mermta,h*temtang Peiaksanaan Uneang-Undang Nomor 41
(o7 + g

004 Tentang Wal;uan‘-‘Dalani1 Pasal

§,‘;"' ]

Undang Nomor aRg Wakaf, perlu menetapkan

Peraturan B

Tahun

Pemerifitah yang cj{maksud dEngan

kepentingannya guna eperluan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum menurut Syariah.

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. lkrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan
secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan
harta benda miliknya.

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh
manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan
kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.

7% Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf
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6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti
pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda
miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta
benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.

7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh
Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nazhir tentang
penyerahan wakaf uang.

8. Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat
PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri
untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS
adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan
Syariah.

10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari
Bank Umum konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah
lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk
mengembangkan perwakafan di Indonesia.

12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat dengan

urusan aga

13. Menteri enyelenggarakan  urusan

yaitu Ilputl pHSeorangarT orga,nlSatsr atau Padan hukum. Benda
” _&\,‘ : ~. b / /f v
2laskan’ dalam Pasal 18 yaltu

untuk jangka Waktu selama- Iamanya kecuali wakaf hak atas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.

2. Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.

3. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh
dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan
pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib
mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai Peraturan
Perundang-undangan.

Benda Bergerak Selain Uang dijelaskan dalam Pasal 19 yaitu:
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1. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya
yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena
ketetapan undang-undang.

2. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat
dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena
pemakaian.

3. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian
tidak dapat diwakalkan, kecuali air dan bahan bakar
minyak yang persediaannya berkelanjutan.

4. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena
pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan
ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan
meliputi:
a. kapal;

b. pesawat terbang;

d. in at@,u +pera|ataﬁ mdustri }/ang k tertancap pada
! 'J{ F ‘ _-; - —\ |\1

e.

f Ialnnya yang tergolong sebag benda bergerak karena

Benda bergerak selain uang karena Peraturan Perundang-undangan
yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 sebagai berikut:

a. surat berharga yang berupa:

1. saham;

2. Surat Utang Negara,

3. obligasi pada umumnya; dan/atau

4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
b. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa:

1. hak cipta;
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hak merk;
hak paten;
hak desain industri;
hak rahasia dagang;
hak sirkuit terpadu;
hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau
hak lainnya.
c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda
bergerak; atau
2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas
benda bergerak.

NG~ WND

Benda Bergerak Berupa Uang dijelaskan dalam Pasal 22 PP

No 42 Tahun 2006 ialah:

1. Wakaf uang yang.d : afkan adalah mata uang rupiah.

2. Dalam hal an masih dalam mata uang
asing, ulu ke dalam rupiah
3. Wakiffyang akarrme‘wakafkan angnya diwajibkan untuk:

adir dii Lembaga. Keuangan: ':a( riah Pe
LKS-PWU) untuk menyatakan hendak
enjelaskan kepemlllkan dan »asal -u
|Wakafkﬁn S y£,

perima Wakaf Uang
akaf uangnya;
| uang yang akan

4. Dalam .
ayat (3) 'he dapat menunjuk wakil atau
kuasanya.

5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang
kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir
menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU.

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui
LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang
(LKS-PWU). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 PP No 42

Tahun 2006 yaitu sebagai berikut
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1. LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI.

2. BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran
instansi terkait.

3. Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;

b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan
hukum;

c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;

d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan

e. memiliki fungsi menerima titipan (wadi’ah).

4. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Setelah menerima sran dan pertimbangan BWI sebagaimana

atas nama Nazhlr yang |tunjuk Wakif;

e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara
tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;

f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan
sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan
sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan

g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat

keterangan mengenai:
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nama LKS Penerima Wakaf Uang;

nama Wakif;

alamat Wakif;

jumlah wakaf uang;

peruntukan wakaf;

jangka waktu wakaf;

nama Nazhir yang dipilih;

alamat Nazhir yang dipilih; dan

tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

—mSe e ooow

Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum
wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka
waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok
wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui

LKS-PWU. Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dijelaskan dalam Pasal 28.

Pembuatan AIWbenda tidak bergera

o

ajib memenuhi persyaratan

dengan me erahkan 'buk-tL- pemlllkan henda bergerak selain uang.
Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang
mengetahui keberadaan benda wakaf. Permohonan masyarakat atau
2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan
wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan

adanya petunjuk (garinah) tentang keberadaan benda wakaf. Apabila

tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala
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desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan
APAIW tersebut kepada PPAIW setempat. PPAIW atas nama Nazhir
wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap lainnya
kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat dalam
rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan
APAIW. Wakaf Benda Bergerak Selain Uang sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 40 yaitu PPAIW mendaftarkan AIW dari:
a. benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi yang
berwenang;
b. benda bergerak seldin®™uang yang tidak terdaftar dan yang
memiliki_atdU_tidak memiliki tahda bukti pembelian atau bukti
pembay@ran didaftar pada\BWI damyselama di daerah tertentu

bel dlbenth{BWI,, maka\pppdafta ap. tersebut dilakukan di
Kéntor Departemen Agama setefnp?t

yaitu:

terdaftar, Wakif

instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan
pendaftaran benda bergerak tersebut.

2. Untuk benda bergerak vyang tidak terdaftar, Wakif
menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti
pembayaran berupa faktur, kwitansi atau bukti lainnya.

3. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki
tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, Wakif
membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak
tersebut yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan
oleh instansi pemerintah setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perwakafan benda

bergerak.selain uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal
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20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan usul
BWI. Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang dijelaskan dalam

Pasal 43 yaitu:

1. LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada
Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya
Sertifikat Wakaf Uang.

2. Pendaftaran wakaf uang dari LKS-PWU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditembuskan kepada BWI untuk
diadministrasikan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf
uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengumuman Harta Benda Wakaf dijelaskan dalam Pasal 44

yaitu sebagai berikut

1. PPALY menyamaaalkan{ AIW keépada kantor Departemen
a dan, BWI untukxdwat dalam register umum wakaf

engakses informasi
yang termuat dalam
Departemen Agama

asyarakat dapat {nen@;etahuLi atau
entang:wakaf benda bergerak &m ua

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda
wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW.

2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan
kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak
lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari
perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum

asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda
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wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Dalam hal harta benda
wakaf berasal dari luar negeri, Wakif harus melengkapi dengan bukti
kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, dan Nazhir harus melaporkan
kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
Pengelolaan dan perkembangan harta benda wakaf dijelaskan dalam

Pasal 48 yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus
berpedoman pada peraturan BWI.

2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang
hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk
LKS dan/atau insisimenkeuangan syariah.

pa wakaf uang untuk jangka

" tertentu, /»mak@\\ Nazhir “hanya dapat melakukan

pengelolaan dgn‘pengemha‘m;a,n hart benda wakaf uang pada

A7KS- PWUd‘maksud

engelqlaan dan- per;gembangam&tas hanta benda wakaf uang
yang dtjakukan pada bank sya.rlah harus mengikuti program
embaga:. “penjamin™ srmpa[lanf sesuai dengan Peraturan
erundang undaﬂgan AT
gelolaan dan peﬂgemﬁangan atas harta benda wakaf uang

) dllakukan dalam bentuk linvesfasi di luar bank syariah

harus |asuranS|kanpada asuransi syariah.

Penukaran harta benda wakaf dijelaskan dalam Pasal 49 yaitu

sebagai berikut:

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran
dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan
pertimbangan BWI.

2. lzin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk
kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata
Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan  Peraturan
Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip
syariah;
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b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan
ikrar wakaf; atau
c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara
langsung dan mendesak.
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti
kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang--
undangan; dan

b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya
sama dengan harta benda wakaf semula.

4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota
berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri
dari unsur:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota;

kantor pertanahan kabupaten/kota;

Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;

kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

ooo

v\/‘r v \

Pasal 49 ayat (3) huruf b d|h1tur\q sebaga

wberikut;

harta benda penukar mennikl Ni
(NJOR): sekuran'g kuranghyar sama
bendawakat, dan <.
harta benda penuka‘r‘Berada di wil
udah untuk dlkembangkan

i Jual Objek Pajak
dengan NJOP harta

Penukararmste ‘ hartabend wakaf yang akan diubah
statusnya dilakukan sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada
Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat dengan  menjelaskan  alasan  perubahan
status/tukar menukar tersebut;

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut
kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah
menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan
susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan
selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat
Keputusan;
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d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil
penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan
permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri,
maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus
dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau
lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, harta benda
tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan benda lain yang
terkait dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang
telah diwakafkan secara sah menurut syariah tetapi belum terdaftar

sebagai benda wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan

sebelum berl ratur ekintah ini, dapat didaftarkan
' 7 N
o = o .
menurutketentuan Peraturan Pemerintah infgengan ketentuan:
P X i / eyl

{erFe '\ .

| L Y N\

I \IEA == J\ik; W
dalam hal: harta benda wakaf dikuasai se

1 PO oAV~
. -

. NE) L

ara fisik, dan sudah

j0ak dikuasai secara fisik

ang Wakif dan/atau Nazhir
bersedia dan sanggup menyelesaikan penguasaan fisik dan dapat
membuktikan penguasaan harta benda wakaf tersebut adalah
tanpa alas hak yang sah; atau

c. dalam hal harta benda wakaf yang dikuasai oleh ahli waris
Wakif atau Nazhir, dapat didaftarkan menjadi wakaf sepanjang
terdapat kesaksian dari pihak yang mengetahui wakaf tersebut

dan dikukuhkan dengan penetapan pengadilan.
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1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

a. lembaga non keuangan atau perseorangan yang menerima
wakaf uang wajib untuk mengalihkan penerimaan wakaf
uang melalui rekening wadi’ah pada LKS-PWU yang
ditunjuk oleh Menteri;

b. lembaga keuangan yang menerima wakaf uang wajib
mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai
LKS-PWU.

2. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, perseorangan,

organisasi, atau badan hukum yang mengelola wakaf uang

Nia
17

rat Wa kaf Tunai-
vl TS %

fan Sy

g ",’ ,
AV A
oy o=
LLf'A_
\ 1%

A

a. Orang yang berwakaf (Al-Wagqif)
b. Benda yang diwakafkan ( Al-Mauquf)
c. Orang yang menerima manfaat wakaf (Al-Mauquf ‘alaihi)

d. Lafadz atau ikrar wakaf (Sighah)

8 Ibid., h. 95.
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Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat tambahan pada

rukun wakaf tunai, yaitu:

a. Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari waqif
sebagai pengelola wakaf.

b. Ada jangka waktu wakaf (waktu tertentu).

Rukun wakat tunai tersebut harus memenuhi syaratnya
masing-masing sebagaimna pada wakaf pada umumnya. Adapun

yang menjadi syarat umum sahnya wakaf tunai adalah:

a. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus.

b. Wa arus dilakukan-seCasg tunai, tanpa digantungkan
w7 "\
epada akah’téﬂadmya\ﬂaw perls va dimasa akan datang,

rrJ‘

utkan dengamerang kepa 1 siapa diwakafkan.

d. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat
boleh Kkhiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau
melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab
pernyataan wakaf berlaku tunai dan berlaku untuk selama-

lamanya.
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4. Macam-macam Wakaf Tunai
Macam-macam Wakaf Tunai dalam hal ini ada beberapa
macam, ® antara lain:
a. Wakaf Uang
Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu
solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena
uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf
uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.
Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Al-Figh Islamy Wa

Adilatuha, menyebutkan, bahwa Madzhab Hanafi membolehkan

wakaf uang kafena uang menjal gdal usaha itu, dapat bertahan

e L S
lama d; du T kemaslahatan umat.®
(A7 y N

Sertlhkai; wakaf“tunaf adg.‘lal'rsalah
> -'_3_3, P : s
potelh5|al “dan’ men]aﬂjlkan yang

atu instrument yang

dapat dipakai untuk

menghimpun dana umairda;lam jumlah esar. Sertifikat wakaf tunai

merrupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu
maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut
akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi

sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari

8 Energi Foundasion, Wakaf Uang, Wakaf Harta, Wakaf tunai, Tanah Wakaf,
http://wakafkuburansinergifoundation.wordpress.com/tag/manfaatwakaf/ diunduh pada 20 April
2017 pukul 08: 14.

82 pemberdayaan Wakaf, Op. Cit., h. 70.
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institusi perbankan syariah. Tujuan dari wakaf tunai adalah sebagai
berikut:
1) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial
2) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang
menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.
c. Wakaf Saham

Saham sebagai barang bergerak juga dipandang mampu
menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat,
bahkan dengan modal yang besar, saham justru akan memberi

kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang

lain.
5. Cara Berw@ s
akaf J1;Una| merumkam terohg)gan dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tsntamgWakaf' yautu pas 28 sampai pasal 31,
yang dapat di jabhrk;n:s:ebagai tj)%rH(lt:t}
1. Wakif dapat rhéwakaﬂcambenda bver 2rak berupa uang melalui
lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif
dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
3. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk

sertifikat wakaf uang.
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4. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga
keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti
penyerahan harta benda wakaf.

5. Lembaga keuangan syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta
benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak diterbitkan sertifikat wakaf uang.

6. Dari berbagai ketentuan di atas, tata cara perwakafan tunai kiranya
dapat dikonstruksi sebagai berikut:®®

a. Wakaf uang (tunai) yang dapat diwakafkan adalah mata uang

(r*’.

c. | akif", yang akan mwkafkaﬁgfuang

1) Menyatakan kehendaknya, yaitu mewakafkan uangnya;

2) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan
diwakafkan;
3) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke lembaga

keuangan syariah tersebut;

# Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, Op. Cit., h. 60
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4) Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang
berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf.

5) Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat
menunjuk wakil atau kuasanya.

6) Wakif juga dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak
berupa uang kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat
Akta Ikrar Wakaf (Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan), yang selanjutnya nazhir menyerhakan akta
ikrar wakaf tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah.

7) Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Lembaga

gan Syariah untu
7 *‘\
adalah §e§agaLbeuk'ur\

jadi Penerima Wakaf Uang

rr+'

Me]'ﬁljlkl kantqr -eperasdgal di

Indan_esla STy *ﬁf_f.” .

wilayah Republik

iy AT
Beréerak di bldangkeuangan syari

10)

11) Lembaga Keuangan Syariah mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Menteri Agama dengan
melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai
badan hukum.

12) Mengajukan permohonan menjadi Lembaga Keuangan

Syariah
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13) Penerima Wakaf Uang secara tertulis kepada Menteri
Agama dengan melampirkan anggaran dasar dan
pengesahan sebagai badan hukum.

14) Kemudian Menteri paling lambat dalam waktu tujuh hari
menunjuk Lembaga Keuangan Syariah atau menolak
permohonan tersebut sebagai Penerima Wakaf Uang.

15) Lalu Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk: (1)
mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (2)

menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang (3)

uang dari wakif atas nama

{fd-'.

tmpan (wad1 ah} aTa& namd@zhlr

seca{ra tertﬁlls dalam formullr per yataan kehendak wakif

menerbltkan. Sertlflkat wak@f uang serta menyerahkan

sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan
tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk oleh
wakif (7) mendaftarkan wakaf uang tersebut kepada
Menteri Agama atas nama nazhir.

16) Sedang isi sertifikat wakaf uang sekurang-kurangnya

harus memuat keterangan mengenai: (a) nama Lembaga

Keuangan Syariah Penerima Wakaf (b) nama wakif (c)
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alamat wakif (d) jumlah wakaf uang (e) peruntukan wakaf
() jangka waktu wakaf (g) nama nadzir yang ditunjuk (h)
tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

17) Bagi wakif yang berkehendak melakukan wakaf uang
dalam jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu
tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah

pokok wakaf uang tersebut kepada wakif atau ahli

warisnya/penerus haknya.

. 1..‘_‘”‘.{.
e LAmpunG
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BAB Il
MADZHAB HANAFI DAN SYAFT’L

A. Madzhab Hanafi
1. Sejarah Madzhab Hanafi

Pendiri Madzhab ini adalah An-Nu’man bin Tsabit atau
lebih dikenal dengan Imam Abu Hanifah. Nama lengkap ialah Abu
Hanifah al-Nu’man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal
dengan sebutan Abu Hanifah. la berasal dari keturunan Persi, lahir
di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150

H/767 M. la menjalani hidup didua lingkungan sosio-politik, yakni

Imam Ab ang Imam“yang empat dalam Islam.
e

)

Abu 'ﬂérﬂtﬁfa:édqjglépénﬁﬁri-Madzh b Hanafi yang dikenal

A,

dengan “§a/-lmam al-A"Zham” yari_g perarti Imama Terbesar.

LAMpUN

Menurut yusuf Mtise put Abu Hanifah, karena ia selalu
bertemu dengan “tinta”. Abu Hanifah senantiasa membawa tinta

guna menulis dan mencatat ilmu pengetahuan dari teman-

temannya.®

# Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab, (Jakarta: AMZAH,
2008), h. 12.

¥ Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, Cetakan Pertama,
(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 95-97.
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Sepeninggal beliau, Madzhabnya tetap tersebar melalui
murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-murid Abu
Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak,
Waki’ bin Jarah Ibn Hasan al-Syaibani dan lain-lain.*

Tentang karya-karya beliau antaranya dalam bidang figih
ad kitab al-Musnad kitab al-Makharij dan Figh al-Akbar dan
dalam masalah aqudah ada kitab al-Figh al-Asgar. Dalam bidang
ushul figih buah pikiran Imam Abu Hanifah dapat dirujuk antara
lain dalam Yshul as-Sarakhsi oleh Asy-Sarakhsi dan Kanz al-wusul

ila ilm al usul karya Imam al-Bazdawi.?’

{fd-'.

| ahap k;edua dlnamajgan Masalﬁﬁfwawad'

Masdllul quh m'erupaTgan kltab ku ‘ pulan Zahirul riwayat ,

kitab ini Berisi pendapatnpendapat At Hanifah yang terkumpul

dalam suatu kitab yang bernama Masailul Figh, sedankan isinya
memiliki riwayat yang diyakini kebenarannya, karena
diriwayatkan oleh murid-murid Abu Hanifah sendiri dan para

sahabatnya.

8 Muhammad Jawad Mughniyah, Figih Lima Nadzhab, Cet.27, (Bandung: Lantera
2012), h. 1.

8 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Cetakan Pertama, (Jakarta: Ichtiar
Baru van Hoeve, 1997), h. 14.

8 Muhammad Jawad Mughniyah, Loc. Cit.
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Kitab tahap pertama ini lebih tinggi mutunya dari pada
kitab tahap kedua dan ketiga. Sedangkan kitab Zahirul Riwayat
yang di himpun oleh Imam Muhammad bin Hasan itu, terdiri atas
emam Kkitab, ® yaitu:

1) Kitab al-Mabsuuth

2) Kitab Jami 'ul Kabiir

3) Kitab Jami ush Shaghir
4) Kitab As-Sairush-Shaghir
5) Kitab As-Sairush-Kabir

6) Kitab Az-Ziyaadaat

anifahtelah ‘menge
2 TN
s e :
Islam = .~ memberikan
(128 2 0 | o~ v
' [z Y 1o | =2 VUSSR
mahasiswanya. Karya -heliau _dapfigftdiharg dan sesungguhnya
SR e A

o |

pdikan hidupnya dalam studi

Hukum Kuliah-kuliah  kepada

»

et NS W ~ A
S L ;
- s_::'-. A:‘

Islam dengan m makai Qiyas sebagdli dasarnya.

Smasa belials; ﬁ‘idﬂp, sahak it-sahabatnya dan ulama
Madzhab Hanafi menulis kitab-kitabnya dan membagikan
kitabnya digolongkan kepada tiga kelompok, karena beliau sendiri
tidak banyak menulis kitab karena pada hidupnya telah dipenjara
dalam waktu yang lama. Oleh yang demikian, kebnyakan kitab-

kitabnya ditulis dan dirangkum oleh murid-muridnya dan sahabat-

sahabatnya.

¥ Nasruddin Razak, Dienul Islam, Sejarah Ringkas Imam Empat Madzhab, Cet.Ke-7,
(Bandung: al-Ma’arif, 1986), h. 257.
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2. Sumber Hukum dalam Madzhab Hanafi

Madzhab Abu Hanifah sebagai gambaran yang jelas dan
nyata tentang kesamaan hukum-hukum figih dalam Islam dengan
pandangan-pandangan masyarakat disemua lapangan kehidupan.
Karena Abu Hanifah mendasarka Madzhabnya dengan dasar pada
al-Qur’an, Hadits, al-ljma’, al-Qiyas dan al-Istihsan.

Imam Abu Hanifah berkata, “aku memberi hukum
berdasarkan al-Qur’an apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur’an,
maka aku gunakan hadits Rosulullah dan jika tidak ada dalam
kedua-duanya aku dasarkan pada pendapat para sahabat-

sahabatnya. Aku (berpegang) kepada pendapat siapa saja dari para
sahabat dan aku tingga kan apa yang tidak kusukai dan tetap

o /‘r g \\ )
pulkan bagalmana |a menggun.}kan iJ

.Ji y -, —

disig

pendapat-pendapat tabi’in kami bahas bersama atau bertukar
pikiran dengan mereka.”

Kata-kata Abu Hanifah tersebut diatas sebagai keterangan
tentang cara beliau berijtihad atau menggunakan pikiran dengan

cara yang luas karena beliau berpendapat bahwa pendapat-

% Ahmad Asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba’ah, Ahli Bahasa, Sabil Huda dan H.A. Ahmadi,
Sejarah dan Biografi Empat Imam Mdzhab, Cetakan kelima, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 19.
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pendapat atau kata-kata dari pengikut-pengikut (tabi’in) tidak pasti
menurutnya. Manakala tidak mendapat nash-nash apakah dari al-
Qur’an atau hadits dan juga tidak mememukan pendapat dari
sahabat-sahabat ia berpendapai bahwa ia harus menyingkronkan
dengan pendapat atau pikiran yang mereka berpendapat dan beliau
berkata: aku berijtihad sebagaimana ia berijtihad. Dan berpegang
kepada kebenaran yang didapat sebagaimna mereka juga.

Kata-kata Abu Hanifah di atas berarti ia tunduk kepada al-
Qur’an dan hadits, dan ia membuat perbandingan diantara pendapat

sahabat-sahabat Rosulullah dan memilih nama-nama yang sesuai

dengannya. Adapun pendapat dartwpara (tabi’in) ia berpendapat

A

Turk Paklstan Afganlstan ‘fransyordan' Indo Cina, Cina dan

Rusia.” S anjutnya' Madihab Hanafi @da tersiar dan berkembang

di negara-negara Syam, lIraq, India, Kaukasus dan Balkan, dan
Sebagian besar penduduk di Turki Usmani san Al-Bania. Di India
ditaksir kira-kira 48 Juta pengikut Madzhab Hanafi. Di Brazilia
(Amarika Serikat) terdapat kira-kira 25.000 Muslim yang

bermadzhab Hanafi. Tersebarnya Madzhab Hanafi iyu adalah

*L Ibid., h. 20.
%2 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit., h. 102.
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dengan perantara pihak kekuasaan para raja.** Madzhab Hanafi
juga berkembang di Asia Tenggara, Mesir, Afrika Utara, Asia
Kecil dampai ke Timur India.**

Madzhab Hanafi pada masa Khalifah Bani ‘Abbas
merupakan madzhab yang banyak dianut oleh umat Islam pada
pemerrintahan kerajaan Usmani, Madzhab ini merupakan Madzhab
resmi Negara. Sekarang penganut madzhab ini tetap termasuk
golongan mayoritas disamping Madzhab Syafi’i. %

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa,

Madzhab Hanafi berkembang di dalam kehidupan umat Islam

(f%’.

4. Per apat Madzhab Har;afl-TentangftWaka unai

Ulama Hanaflyaﬁ membplerﬁ(an

> ~"' E f ‘
hal - |tu sudah- m‘enjadi urf (

masalah wakaf uang, ulama Hanafiyah mensyaratkan harus ada
istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan
ada ketidaktetapan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti
benda tersebut denga benda tidak bergerak yang memungkinkan

manfaat dari benda tersebut kekal.Dari sinilah kalangan ulama

% Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i,
dan Hambali), Cet. 10, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 83.

% M. Bahri Gahzalai dan Djumadeis, Perbandingan Madzhab, Cetakan Pertama, (Jakarta:
Pedoman lImu Jaya, 1992 ), h. 59.

% Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit.,104.
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Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham
melalui penggantian (istibdal) dengan benda tidak bergerak
sehingga manfaatnya kekal.”’Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari
murid dari Zufar, seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam Rad al-
Mukhtar, menyatakan boleh berwakaf dengan uang, seperti dinar
dan dirham. Wakaf wuang ini dilakukan dengan cara
menginvestasikannya  dalam  bentuk  mudharabah  dan
keuntungannya di sedekahkan pada mauquf alaih.®’

B. Madzhab Syafi’i
1. Sejarah Madzhab Syafi’i
Madzhab

ah Madzhab yang dicetuskan oleh

d_bin Idrls/dsy S’*aﬁ i atau yang lebih dikenal dengan

-\/‘r '47\\

! / g V
J’_;" -

an daulah_Bam ‘Abbas1yah d1baWa]51 keKhasaan Khalifah Abu

N O ’1_,_.

Ja’fz d dan al-Ma’mun.*®

Imam cbuah kota yang berada
(767 M). Pada waktu itu

Imam Syafi’i masih kecil ayahnya meninggal dunia, oleh karena

itu beliau dibawa kembali ke Mekkah oleh ibunya.®

% Muhammad Abbu Zahrah, Muhadharat Fi al-Wagf, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi,
1971), h. 104

% |bn Abidin, Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar,(Beirut:
Dar Al-Kutub Al-1Imiah, 1994), h. 555-556.

% Sirajudin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah,
1991), h. 15.

% Bahri Ghazali dan Djumadris, Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Pedoman IImu Jaya,
1992), h. 59.
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Nama beliau Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin
‘Usman bin Syafi’i bin Saib bin Abu Yazid dan Hakim bin
Muthalib bin Abdul Manaf dan nasab dari pihak bapak berjumpa
dengan keturunan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf yaitu
datuk Nabi SAW. Jadi Imam Syafi’i termasuk suku Qurays yang
berasal dari golongan Al-Azd. Beliau wafat di Mesir tahun 240 H
(820 M).'® Jika dilihat dari jalur paman dan bibi Imam Syafi’i dari
jalur ayah, beliau adalah keponakan jauh Rosulullah SAW. Jika
dilihat nasab bibinya dari jalur ibi, maka beliau adalah keponakan

jauh dali “Alj ra.’®*

91 102

yang da tang hntuk belzgafdgngan Imam Sy 1
menjadi sulit dalam lapangan fatwa. Oleh karena itu, diperlukan
upaya Tarjih, yaitu memilih yang terkuat dari pendapat yang
berbeda itu. Demikianlah, qaul gadim dan qaul jadid terus menjadi

bahan kajian dalam Madzhab Syafi’i.

1% Bahri Ghazali dan Djumadris, Op. Cit., h. 69 dan 70.

101 Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, Ensiklopedia Imam Syafi’i, Ahli Bahasa
Usman Sya’roni, al-Imam al-Syafi’i Madzhabihi al-Qadim wa al-Jadid, (Jakarta: Mizan Publika,
2008), h. 4.

192 Nasruddin Razak, Op. Cit., h. 258.
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Mengenai kitab-kitab yang dikarang beliau sewaktu di
Mesir antaranya, Ar-Risalah (Ushul Figh), Amali Kubra, Ahkamil
Qur’an (ilmu ushul figh), Ikhtilaful Hadits (ilmu ushul figh), kitab
al-Um dalam bidang figih dan masih banyak lagi.'*®

2. Sumber Hukum Madzhab Syafi’i

Sumber hukum yang digunakan Madzhab Syafi’i dalam
beristimbath (menetapkan hukum Islam) adalah:
a. Al-Qur’an

Madzhab Syafi’i memandang Al-Qur;an dan As-

Sunnah berada dalam satu martabat. Mereka menempatkan as-

memperoleh perhatian besar dari kalangan ahli hadis, sehingga

penduduk Baghdad menjulukinya penolong hadis (nasir al-
hadis).%®
b. Ijma’
Ijma’ yang dipakai Madzhab Syafi’i sebagai dalil

hukum itu adalah ijma’ yang disandarkan kepada nash atau ada

% Ipid., h. 259.
' Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit., h. 108.
1% Ibid., h. 110.
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landasan riwayat dari Rosulullah SAW. Secara jelas beliau
mengatakan bahwa ijma’ bersetatus dalil hukum adalah ijma’
sahabat. Beliau hanya mengambil ijma’ shahih sebagai dalil
hukum dan menolak ijma’ sukuti menjadi dalil hukum.
Alasanya menerima ijma’ shahih, karena kesepakatan itu
didasarkan kepada nash dan berasal dari semua Mujtahid secara
jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan,
sedangkan alasan menolak ijma’ sukuti,karena bukan merupann
kesepakatan semua Mujtahid. Diamnya Mujtahid menurutnya

belum tentu setuju.’%

Qur’an dan As-Sunnah. Untuk itu dengan tegas beliau berkata

“tidak ada qiyas dalam hukum ibadah”. Beliau tidak terburu-
buru menjatuhkan hukum secara giyas sebelum lebih dalam
menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu

dipergunakan.

19 |pid., h. 131.
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3. Penyebaran Madzhab Syafi’i
Pengikut Madzhab Syafi’i umumnya terdapat di Mesir,
Palestina, Arminia, Ceylon, sebagian penduduk Persia, Tiongkok,
Philipina, Indonesia, Australia. Demikian juga Hijaz, di Kurdy
Yaman Hadramaut, Aden dan sebagian di Asir dan di India
terdapat Kira-kira satu juta jiwa pengikut Madzhab Syafi’i. Juga
terdapat di Syam kira-kira seperempat dari jumlah penduduknya

mengikuti Madzhab Syafi’i. 107

Kemudian pengikut Madzhab
Syafi’i juga terdapat di Malaysia, Libanon, Iraq dan Saudi Arabian.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa

4. Pen apat Madzhab Syﬁﬁ’i‘Tent@ngWaka Tunai
R -

Ulanfa Syaﬁ 11&1} sepertl al Nawdwi, dalam al-Majmu’

Syarah a Muhadzab “henpendapat- poleh mewakafkan benda
bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti
tanah. Namun, mereka menyatakan tidak boleh mewakafkan dinar
dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan
dibelanjakaan dan sulit akan mengekalkan zatnya.

Berbeda dengan ulama lainya, Abu Sur ulama dari kalangan

Syafi’iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun

97 I pid., h. 249.
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pendapat ini ditepis oleh Al-Mawardi dengan menyatakan dinar
dan dirham tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak
tahan lama. Karena itu, benda ini tidak bisa diwakafkan. *®

Ibn Qudamah dalam kitabnya Mughni menjelaskan,
umumnya para fugaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf
uang (dinar dan dirham) karena uang akan lenyap Kketika
dibelanjakan sehinga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang
juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan
mengubah funsi uang sebagai standar harga. Demikian juga

makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta

pokok dan m yedekahkan hasilnya, (manfaatnya), sesuatu yang
v'/ "\
hilang @éngan malljj%uitnyar trdakw diwal an.'%

(f*‘

Al F?,amh dalamjdl‘nayah aLMuhtaJ

uhammad al Khath|b~al Syafmm dal
e, ~:'~ VA » ,/} r
la rifah Ma ani al Faz -al- Mlnhaj

a Syarh al-Minhaj,

dan Mughni al-Muhtaj

ila I engemukakan, bahwa

wakaf & alah menaha.nw harta - dapat dimanfaatkan

yangbendanya tidak mudah lenyap sehingga atas dasar pengertian

tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.™*

1% Jmam Abi Zakari Muhyiddin lbn Syarat Al-Nawawi, al-Jamu’ Syarah al Muhazzab,
Juz. 16, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1997), h. 229.

109 svaikh al-lmam al-Alamah Maugifuddin Abi Muhammad Abdullah 1bn Ahmad 1bn
Qudamah, al-Mughni, Juz. 6(Beirut: Dar al- lImiah, ), h. 235.

110 gyam Suddin Muhammad 1bn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-
Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha,Juz. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 35.
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BAB IV
ANALISIS DATA

A. Persa_maan Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Wakaf
funa Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf
tunai yaitu dapat kita ketahui dengan melihat penjelasan dalam BAB IlI
bahwa substansi alasan kedua Madzhab tersebut sama-sama mesyaratkan
dalam harta wakaf yaitu harus ra’bid (kekal) dan pemanfaatan benda
tersebut diharuskan bersifat terus menerus (dawaam). Hal ini dapat dilihat

dari pendapat Madzhab Hanafi yaitu Madzhab Hanafi membolehkan

wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak

bergerak atau den menginvestasika 3_dalam bentuk mudharabah

v’/ *’\
yang kemudiag |sedek§tﬁ<aﬂpada ma{lqut alalh pendapat ini menunjukan

(f%’.

bahwa Ma zhab Hanafl mengqumkan ad@ﬁya ketgpatan zat benda dan

mengekalkal manfaal;darj benda‘wakaf *:,';5‘ |
: : f'tunai karena dinar dan
dirham akan lenyap jika dibehnjakan. Alasa adzhab Syafi’i ini sama
seperti alasan Madzhab Hanafl yang membolehkan wakaf tunai yaitu
sama-sama mengkhawatirkan ketidak tepatan zat benda dan ketidak
kekalan harta wakaf.

Syarat dari al-mauquf (benda yang diwakafkan) sebagaimana
dijelaskan sebelumnya bahwa syarat al-mauquf yang pertama ialah sesuatu

yang dianggap harta dan merupakan mal mutagawwim dan benda tidak

bergerak. Menurut pendapat Madzhab Hanafi wakaf tunai diperbolehkan
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jika mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang
memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal, kemudian uang
merupakan bagian dari harta, dengan adanya pengganti dalam wakaf tunai
ini, maka wakaf tunai bisa memenuhi syarat al-mauquf pada umumnya.
Kemudian syarat yang kedua benda wakaf diketahui dengan jelas
keberadaannya. Pada wakaf tunai orang yang berwakaf dengan jumlah
uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian akan diterbitkan
sertifikat wakaf sehingga dapat diketahui dengan jelas keberadaan. Dengan
melihat konsep dari wakaf tunai itu sendiri sama seperti konsep wakaf

pada umumnya yaitu menahan harta pokoknya dan mensedekahkan

manfaatnya untukg#Kepentingan - um dan kemaslahatan umat.
' & D

- \’\.“.
a MUl:yang mem&'mwa te

(f%’.

Berdasarkan ang wakaf tunai yaitu

menahan : ata yang dapat dtmanfaatkan\{ﬁnpa leRyap bendanya atau

pokoknya, engan qara melakukan Ingtlakan hu m terhadap benda

atas wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan
wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya.Uang masuk
dalam katagori benda yang tetap pokoknya.

. Perbe'daan Pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Wakaf
fun Berdasarkan penjelasan dalam BAB Il dapat diketahui bahwa
perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf

tunai adalah sebagai berikut:
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Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan
asalkan sudah menjadi urf (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti
mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang
disyariatkan harus adanya istibdal (konversi) dari benda yang diwakafkan
bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Caranya adalah dengan
mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang
memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal. Wakaf uang dilakukan
denagn cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan
keuntungannya disedekahkan pada mauquf ‘alaihi. Sedangkan menurut

Madzhab Syafi’i tidak boleh mewakatkan dinar dan dirham (uang) karena

dinar dan dirham akan Ienyap‘denga
v’/ *’\

atnya. lpmar'_dan ’d-l'l’tam tida

(f%’.

dibelanjakan dan sulit untuk

mengekalkan dapat disewakankarena

uang ﬁkan mengut;ah iung5| ug:}gg sebagai standar harga dan

Perdebatan ulama tentang unsur kekal/abadi-nya benda wakaf sebenarnya
tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadis Nabi (tahan pokoknya
dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah
manfaat benda dan benda yang tahan lama (tidak lenyap ketika
dimanfaatkan). Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa
barang yang akan disewakan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak

terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah
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yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu
harus bersifat kekal atau tahan lama.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan pendapat antara
Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai, yaitu Madzhab Hanafi
berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti
(istibdal) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal.
Menurut Madzhab Hanafi uang bisa dijadikan harta wakaf meskipun uang
akan mudah habis, namun menurut Madzhab Hanafi manfaat dari uang
yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara

menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah.

Sedangkan penurut Madzhab Syafiyj wakaf tidak boleh dengan
A BN
dinar dan dir karer;a‘fflﬂar dan\dirham kan enyap jika dibelanjakan

(f* \

Madzhab syaﬁl bcranggapart ba];.TWefuang fidak bisa diwakafkan
' «? % A lfﬁ

'gun‘akah sebagal alat pémbayaran makan nilai

Sedéngkan.‘n‘rﬂermrut Madzhab Syafi’i wakaf adalah

menahan harta pokoknya dan mensedekahkan maanfaatnya untuk
kepantingan umum, manfaat wakaf harus terus-menerus tidak boleh habis
dan harta pokoknya tetap utuh.

Pendapat ini berbeda dengan Madzhab Hanafi, Madzhab Hanafi
beranggapan bahwa wakaf dengan uang diperbolehkan jika manfaat dari

uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara

menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah.
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Berdasarkan penjelasan di atas wakaf tunai dengan wakaf benda
tidak bergerak tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Perbedaan
diantara keduannya hanya terletak pada benda wakaf (mauquf ‘alaih).
Dengan memperhatikan konsep dan strategi dalam wakaf tunai dapat
diketahui bahwa wakaf tunai sama seperti wakaf pada umumnya. Dengan
adanya penggantian barang wakaf menjadikan harta wakaf bersifat kekal
dan tetap bendanya sehingga kekhawatiran tentang hilangnya kekekalan
harta benda bisa terhindarkan. Wakaf tunai lebih produktif dibandingkan
dengan wakaf benda tidak bergerak, karena dengan berwakaf tunai nadzir

bisa mengembangkah harta wakaf dengan baik dan dapat dirasakan oleh

kalangan yang memaBUtuhkan.. + Sedangka
o *'\
erima m@‘fn&t dﬁl’l ‘be’r}da.,waka '

f"*'

Kitar tanpat harta W@kaf-berad-ii[vllsaln

akaf benda tidak bergerak

yang dapat mg anya orang-orang yang

berada di ; a mewakafkan tanah

;»

untuk me angun masald maka pka Iapah*wakaf ersebut hanya dapat
( 2 v

wakaf terebut. Dan apabila harta wakaf tunai benar-benar dikembangkan
oleh nadzir maka akan mampu membantu penuntasan kemiskinan di
Indonesia. Wakaf tunai dapat memudahkan umat muslim dalam
menunaikan wakaf. Tanpa harus menunggu memiliki banyak tanah.
Karena di zaman yang moderen seperti sekarang ini masyarakat lebih

banyak memiliki banyak uang dibandingkan dengan tanah. Sehingga
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dengan hadirnya wacana berwakaf dengan tunai ini sangat membantu
masyarakan Indonesia.

. Kesesuaian Implementasi Pendapat Madzhab Hanafi Dan Syafi’i
Tentang Wakaf Tunai Di Indonesia
Berdasarkan penjelasan di atas bahwa wakaf tunai menurut

pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf tunai memiliki
persamaan dan perbedaan. Kedua pendapat tersebut memiliki kelebihan
dan kelemahan masing-masing, pendapat Madzhab Hanafi sangat baik
apabila di implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai sangat
produktif apabila dioleh dengan baik oleh Nadzir. Harta benda wakaf yang

tidak dapat dipindahkan ata ak bergerak yang dipandang sebagai

wakaf yang utamé. Harta beada V\@q{ seper 'tu mengakibatkan wakaf

-1/“‘

’ Jﬂ'l'

k alal ]akyah memlllkl tmghat produksi  hasil rendah.

'

sebagai bgm

mengubah kebiasaan masyarakat Islam dalam melaksanakan praktik
ibadah wakaf. Umumnya orang-orang memahami bahwa peluang
melaksanakan ibadah wakaf hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja
(yang kaya saja). Adanya wakaf tunai, ibadah wakaf menjadi lebih mudah
dan ringan untuk dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan harta

benda wakaf dapat menjadi jalan rekonstruksi sosial dan pembangunan
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umat Islam dan mayoritas masyarakat dapat ikut serta untuk
mengamalkannya.

Harta benda wakaf tunai menurut Madzhab Hanafi dapat
bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam
bentuk mudharabah. Pendapat ini membuka kesempatan kepada umat
Islam untuk melakukan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan
kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Adanya tabungan wakaf tunai akan
dapat memberi jalan keluar terhadap kesulitan memperoleh modal. Denagn
adanya hal tersebut akan terhimpun tabungan abadi yang mesti harus ada

sampai akhir waktu dan akan terus memberi manfaat kepada masyarakat

maupun orang Yyan in. Tabungan wakaf yang
s s
bertarpbéﬁ- bamyak~ Ban., tabunge

terhlmpun ak itu dapat dijadikan

(o7 + g
sebagai madal sost,al yang berafat-abadl ;‘r@bung wakaf yang sudah
terkumpul, ntuk memproduktlfkannya, haﬂzus dun stasikan dalam pada

— Q‘ E»‘A. A /‘
. Harta wakaf yang‘f manfaatkan

dalah hasil dari benda

at’berkurang. Kelebihan nilai
produktif wakaf tunai di bandingkan dengan wakaf lainnya adalah pada
saat pewakaf berwakaf di lembaga keuangan syariah, pada saat itu juga
tabungan wakaf sudah diinvestasikan, sedangkan harta wakaf lainnya
diperlukan tambahan untuk dapat produktif. Berdasarkan penjelasan di
atas Pendapat Madzhab Hanafi tentang wakaf tunai sangat bagus jika di
implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi wakaf

tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan tujuan dari
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wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang bersumber dari
umat. Kemudian  dapat  dimanfaatkan untuk  kepentingan
masyarakat.Wakaf tunai memberi kesempatan kepada setiap orang untuk
sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus
menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan jumlah uang
tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian diterbitkan sertifikat
wakaf. Wakaf yang dikumpulkan kemudian diinvestasikan dalam berbagai
bidang usaha yang halal dan produktif dan keuntungan yang diperoleh.
biasa digunakan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Dengan adanya wakaf tunai ini masyarakat bisa menunaikan wakaf.

Sehingga wakaf bi

embantu meningKatkan kesejahteraan masyarakat

al |badah Madzhab Hanaﬂ khawat'

baru dalam apabila membolehkan

hukum wakaf tumali harta benda wakaf tlda dapat bernilai abadi dan
manfaatnya tidak terus menerus karana sejatinya wakaf adalah menahan
harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya. Karena menurut
pendapat Madzhab Syafi’i uang mudah lenyap dan apabila uang
disewakan berarti sedang mengganti fungsi uang sebagai standar harga.
Kekhawatiran Madzhab Syafi’i bisa dihindari apabila Nadzir benar-benar

bertanggung jawab dalam mengelola harta benda wakaf. Dengan melihat

Indonesia yang mayoritas banyak memiliki uang dibandingkan dengan
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tanah atau lainnya pendapat Madzhab Hanafi ini sangat baik, jika di
Implementasikan di indonesia, sehingga tanah-tanah yang tidak produktif
dapat dikembangkan dan memiliki manfaat yang baik bagi kesejahteraan

masyarakat di Indonesia.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas, kiranya

dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf

tunai, yaitu:

a.

Menurut pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i benda wakaf
(harta wakaf) diharuskan ra’bid (kekal) dan pemanfaatan benda

tersebut harus terus gagperus (dawaam).

Madzhab yghaf; dan Syaft%

dalam menghukumi wakaf

’ SN
pal memahk? kesamaan d'oﬂam hal “kekhawatiran terhadap

SN

etldak' ’tepétarLzat ﬁena‘ dan\kétlpak ekalan harta wakaf.

\,-. "‘.

gantg benda tersebut dengan bepda tidak bergerak atau

denganime 'mvestaé*kannya da bentuk mudharabah yang
kemudian disedekahkan pada mauquf alaih. Begitupun
Madzhab Syafi’i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar
dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan tersebut

menunjukan bahwa keduannya sepakat bahwa wakaf adalah

menahan hartannya dan mensedekahkan manfaatnya.
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2. Perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i tentang wakaf
tunai, yaitu:

a. Menurut Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak
diperbolehkan asalkan sudah menjadi urf (kebiasaan)
dikalangan masyarakat, seperti mewakafkan buku, mushaf dan
uang. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i tidak boleh
mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham
akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan
zatnya.

b. Menurut Madzhab Hanafi mewakafkan uang disyariatkan harus

adanya istibdal (konv«;rsi) darimbenda yang diwakafkan bila
7 ’\
[ watlrkqn*adaJ(eudak‘lep@tan zatybenda. Caranya adalah

mauquf ‘alaihi. Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i dinar
dan dirham tidak dapat disewakankarena menyewakan uang
akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan
pemanfaatannya tidak tahan lama.

c. Kesesuaian Implementasi pendapat Madzhab Hanafi dan

Syafi’i tentang wakaf tunai di indonesia ialah pendapat

Madzhab Hanafi. Karena wakaf tunai sangat bagus jika di
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implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara
ekonomi wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di
Indonesia dan tujuan dari wakaf tunai adalah untuk
menghimpun dana tetap yang bersumber dari umat. Kemudian
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.\Wakaf tunai
memberi kesempatan kepada setiap orang untuk sedekah jariah
dan mendapatkan pahala yang berkelanjutan tanpa harus
menunggu menjadi kaya. Orang dapat berwakaf dengan
jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf,

kemudian diterbitkan sertifikat wakaf. Wakaf yang

B. Saran

Berdasarkan uralan dan pembahasan tersebut di atas, kiranya
dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapat Madzhab Hanafi tentang wakaf tunai sangat bagus jika di
implementasikan di Indonesia karena wakaf tunai secara ekonomi
wakaf tunai sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia dan
tujuan dari wakaf tunai adalah untuk menghimpun dana tetap yang

bersumber dari umat. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk
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kepentingan masyarakat.Wakaf tunai memberi kesempatan kepada
setiap orang untuk sedekah jariah dan mendapatkan pahala yang
berkelanjutan tanpa harus menunggu menjadi kaya. .

Kepada peneliti lain agar dapat meneliti mengenai implementasi
pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi’i di Indonesia manakan
pendapat yang paling baik dan berpengaruh untuk mensejahterakan
masyarakat Indonesia melalui wakaf tunai. Dan bagaimana wakaf
Tunai bisa menjadi sarana umat Islam untuk beribadah dan

mendekatkan diri kepada Allah SWT.
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